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- SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN AN PELATIHAN KEUANGAN

) NOMOR KTp-024/PP/2003
TENTANG
prec’

PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DT LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PLELATIHAN KEUANGAN,

Menimbang .o bahwa untuk  kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan  perlu dibual pedoman  Umum penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan,
b bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a pertu menetapkan
Keputusan Kepald Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
fentang  Pedoman  Umum Penyelenggaraan Pendidikan  dan
pelatihan  di  lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan

> Keuangan;
. Mengingat - 1. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (Indische
- Comptabilitell. Wel, Sibl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah

beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-

Undang Nomoy Y Tahun 1968 (Lembaran Negara Repubhik

Indonesia Tahun 1968 Nomor 337,

Undang-Undang  Nomor ¢ Tabun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepepawaian (Lembarai Nepara Republik Indonesia ‘Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Namor 3041} sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negag Republik Indonesia

Tghun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik

[ndonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan

Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 33903,

4 Peraturan Pemerintah Nomot 50 Tahun 1999 lentang Pendidikan
Tinggi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor l
115, Tambahan lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor j
3859Y, :

5 Peraturan Pemeriniah Momor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan Pepawal Neperl Sipll (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 4019);

‘_ 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002

. tentang Pelaksanaan Angparan Pendapatan dan Belanja Negara

' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4212);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan "t ala Kerja Departemen,

[
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80 Keputusan Presiden Repubbik Indonesia Nomor 47 Tahun 2002

9,

1

19,

8.

tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon 1 Departemen;
Keputusan  Keputusan  Menteri Pendidikan  dan- Kebudayaan
Republik  Indonesia Nomor 0145/U7/1982  tentang  Persamaan
ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar Program Diploma Bidang
Keuangan dalam  lingkungan  Departemen  Keuwangan  dengan
lazab/Sural  Fanda  Tamat  Belagar dan Lembaga Lembaga
Peandidikan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan:

‘Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

0193/UJ/1984 tentang Penyelenggaraan  Ujian  Negara bagi
Perguruan Tinggi Kedinasan;

DLeraturan Menters Keuvangan  Repubhik  Indonesia - Nomor

I/PME/1977 tentang Peraturan Dasar Sekolah Tinggi Akuntans
Negara,

Keputusan  Menteri  Keuangan Republik  [ndonesia  Nomor

2Z/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Kenangan, sebapaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 16/KMK.01/2002:

Keputusan Menteri Keuangan  Republik Indonesia Nomor

[137/KMK.01/2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Departemen Keuangan;

Keputusan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia - Nomor

450/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bala
Pendidikan dan Latthan Kevangan:

CKeputusan Menteri Keuangan Republik  Indonesia - Nomor

578/KM.1/2001 tentang Uraian Jabatan di lingkungan Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,

Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesita Nomor

J1/KME.01/2002 tentang Ujian Penyesuaran Kenatkan Pangkat
bagi Pepawai Neger Sipil di lingkungan Departemen Keuangan,

Keputusan  Ketua Lembaga Admimstrasi Negara Nomor

394A/1X/6/4/1995 tentang Pedoman Teknis Surat Keterangan
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil,

Keputusan  Ketua Lembaga  Administrast  Negara  Nomor
193/ XI/10/6/2001  tentang  Pedoman  Umum  Pendidikan  dan
Pelatihan Jabalan Pegawai Negert Sipil;

Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Nomor
207/BP/2000  tentang  Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan
Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan di lingkungan
Deparlemen  Keuangan,  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Kepulusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatiban Keuangan
Nomor 198/PP/2002; '

Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan  Keuangan

Nomor 139/PP/2001 tentang Jenis dan Kode Diklat di lingkungan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

Keputusan Kepala Badan Pendidikan  dan Pelatihan Keuangan

Nomor 164/PP/2002 tentang Validasi Program  Pendidikan dan
Pelatiban di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

.Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatthan Keuangan

Nomor 202/PP/2002 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Ujian
Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Departemen Keuangan,
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| Surat Menteri  Pendidikan  dan  Kcbudayaan — Nomor
13507/MPK/1989 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan
Ujian Akhir kepada Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan untuk
Program Diploma Kenangan,

2 Surat Direktur Jendesal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 431/Dikii/1993  tentang Pengesahan
Penyelenggaraan Program  Diploma. 1lI Kcuangan Spesialisasi
Pengurusan Piutang dan Lelang Negara di lingkungan Program
Diploma Keuangan Departemen Keuangan;

3 Qurat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan
dan  Kebudayaan Nomor 1397/D/T/1995 tentang Persetujuan
Penyelenggaraan Program Diploma 1 di lingkungan Departemen
Keuangan,

4 Surat Ldaran Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan
Nomor 017/BP/2000 lentang Panduan Pengelolaan Diklat dan
Panduan Pengelolaan Program Diploma;

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ni,
vang dimaksud dengan:

L.

[Re]

et

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, yang selanjutnya disebut
penyelenggaraan diklat, adalah suatu proses yang meliputi perencanaan
diklat, pelaksanaan diklat, evaluasi dan pelaporan diklat;

Pusat Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjuinya disebut Pusdiklat,
adalah Pusdiklat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan, yang menyelenggarakan diklat bagi pegawal Departemen
Keuangan dan diklat di bidang keuangan di pusat,

Sekolah Tinpgl Akuntanst Negara, yang selanjutnya disebut STAN,
adalah penyelenggara pendidikan tinggi kedinasan di lingkungan
Departemen  Keuangan, yang menyelenggarakan  program diploma
bidang keuangan,

Balai Diklat Keuangan, yang selapjutnya disebut Balai, adalah Balai di
Jingkungan Badan Pendidikan  dan  Pelatihan  Keuangan, yang
merupakan unit pelaksana leknis Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan di daerah, yang menyelenggarakan  diklat bagi pegawal
Departemen Keuangan dan diklat di bidang keuangan di daerah;
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Kalender diklat adalah jadwal pelaksanaan diklat pada Pusdiklat dan
Balat selama 1 (satu) tahun anggaran, yang ditetapkan oleh Kepala
Pusdiklat atau Kepala Balai setiap tahun sebetum tahun anggaran yang
bersangkutan dimular,

Kalender akademik adalah jadwal kegiatan yang sccara garis besar
menunjukkan semua kegiatan akademik yang akan dilaksanakan selama
I' (satu) tahun akademik, yang ditetapkan oleh Direktur STAN setiap
tahun sebetum tahun akademik vang bersangkutan dimulai:

Validasi diklat adalah penpesahan terhadap penyclenggaraan diklat
berdasarkan  peraturan  yang  berlaku, sehingga  diklat  vang
diselenggarakan relevan denpan kompetensi Jabatan/pekenjaan, serta
memberi manfaat bagl pihak pengguna;

Keputusan  Penyelengparaan Diklat adalah keputusan  pejabat
berwenang yang menjadi dasar penyelenggaraan dan pembiayaan
diklat, yang memuat daftar panitia, pengajar, dan peserta diklat, serta
tal-hal lain yang berhubungan dengan penyelengparaan diklat;

Diklat Reguler adalah diklat yang  diselenggarakan  oleh  Badan
Pendidikan dan Pelatihan Kevangan Departemen Keuangan dengan
biaya yang dibebankan pada anggaran Departemen Keuangan;

Diklat Paralel adalah diklat yang diselenggarakan oleh Badan
Pendidikan dan Pelatiban Keuanpan Departemen Keuangan bekerja
sama dengan instanst Lo di Tear Departemen Kevangan dengan biava
yang berasal dari instansi lain tersebut; '

. Diklat adalah diklat sebagaimana tercantum, pada Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 137/KMK 0172001, yang diselenggarakan oleh -
Pusdiklat, STAN, dan Balai;

bBvaluasi diklat adalah kegiatan penilaian atas hasil belajar peserta
g

diklat, kurikulum diklat, pengajar diklat, dan pelaksanaan diklat;

. Keputusan Hasil Diklat adalah keputusan pejabat berwenang yang

menjadi dasar penerbitan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan (SKPPY,

Formubir A adalah formulir yang digunakan untuk melaporkan rencana

penyelenggaraan diklat, baik diklat reguler maupun diklat paralel;

CFormulir B adalah formulir yang digunakan untuk meclaporkan hasil

peayelenggaraan diklat, bk diklat reguler manpun diklat paralel;

- Sural Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) adalah

sural pernyataan otentik yang menerangkan bahwa pemiliknya telah

" menyelesaikan keseluruhan proses belajar mengajar atau mengelola

atou mendidik dan melath dalam pendidikan dan pelatihan dan
dinyatakan lulus atau berhasi! dengan baik,
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17, Bvaluasi pascadiklat adalah evaluasi vang dilaksanakan setelah diklat
selesai dan alumni diklat kembali ke lempat tugasnya masing-masing,
untuk mengetahui sampai sejauh mana penerapan hasil diklat dalam
pekerjaannya,

/ BAB I
PERENCANAAN DIKLAT
Pasal 2

/ (1) Kegiatan perencanaan diklag melipuli kegialan penetapan  diklat,
validasi diklat, dan penetapan kalender diklat atau kalender akademik.

(2) Kepala Pusdikiat/Dirckiur STAN menyusun rencana diklat vang akan
diselenggarakan di pusat dan di dacrah berdasarkan usulan dari setiap

1 unit eselon 1 di lingkungan Deparlemen Keuangan dan mengajukannya
b kepada Kepala BPPK untuk ditetapkan.
E ' Pasal 3
F (1) Diklat vang diselengparakan  oleh  Pusliklat, STAN, dan Balai

ditetapkan oleh Kepala BPPK.

(2) Diklat yang diselenggacakan oleh Balai  dikoordinasikan dengan
Pusdiklat terkait atiu STAN,

(3) Perubahan diklat vang diselenggarakan oleh Pusdiklat, STAN, dan
Balai ditetapkan oleh Kepala BPPK.

(4) Perubahan dikiat yang diselenggarakan oleh Balaj dikoordinasikan
dengan Pusdiktat terkait atau STAN dan diteta pkan oleh Kepala BPPK.

Pasal 4

Vahdasi diklat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Kepala BPPK, kecuali ditentukan lain,

Pasal 3
(1} Pada setiap awal tahun angpearan, Kepala Pusdikiat, Direktur STAN,
dan Kepala Balai menciapkan kalender diklat atau kalender akademik

untuk tahun anggaran yang bersangkutan.

(2) Kalender diklat dan kalender akademik disampatkan kepada Sekretaris
BPPK.

(3) Kalender diklat dan kalender akademik paling sedikit berisi nanma
dikiat, lokasi penyelenggaraan diklat, waktu penyelenggaraan diklat,
dan jumlah peserta diklal,

- (4) Kalender diklat dan kalender akademik harus diterima oleh Sekretaris
4 BPPK selambat-lambatnya 2 {dua) minggu setelah tahun anggaran yang
¥ -bersangkutan dimulai,
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(3) Kepala Pusdiklat, Direktur STAN, dan Kepala Batar memberitahukan
adanya perubahan kalender diklat maupun kalender akademik kepada
Sekretaris BPPK. Pemmberitahuan atas perubahan tersebut harus diterima
selambat-lambatnya bersama-sama dengan diterimanya formulir A atas
diklat yang berubah waktu pelaksanaannya.

(6) Sekretaris  BPPK  mengingatkan  secara  terlulis  Kepala
Pusdillat/Direktur  STAN/Kepala Balai yang tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (23, (33, (4), dan (3).

BADB 111
v PELAKSANAAN DIKLAT

PPasal 6

/ Kegiatan pelaksanaan diklat melipuli:

{ a Pembentukan panitia penyelenggara diklat, pengajar, pengawas, dan
pengamat uian,

b. Penyiapan jadwal pelajacan, materi/bahan ajar/modul diklat, sarana dan
prasarana, dan hai-ha! lam yang berhubungan dengan diklat;

¢. Rekrutmen dan penetapan peserta diklat, yang meliputi pembuatan surat
perminiaan peserta diklal, seleksi admuustras: atas cajion peseita diklat,
dan pengumuman calon peserta diklat,

d. Penerbitan Kepulusan Penyelengparaan Diklat,
¢, Pembuatan Formulir A;
£ Kegiatan belajar mengajar dalam rangka diklat (discsuaikan dengan

pedoman diklatl);
g Monitoring pengajar;
h. Rekapitulasi absensi/kehadiran peserta pada akhir proses belajar
mengajar;
i. Pembuatan surat keterangan mengajar, membuat naskah ujian,
membimbing, dan menguji;
). Pembuatan daftar honor pengajar, paniiia penyelenggara, dan uang saku
‘ siswa (untuk diklat yang diasramakan),
. k. Peranggungjawaban biaya diklal.

&

Pasal 7

(1) Kepala BPPK/Kepala Pusdikiat/Kepala Balai  menandatangani
keputusan penyelenggaraan diklat

(2) Bentuk dan isi kepulusan penyelenggaraan diklat terdapat dalam
Lampiran I-1 sampai dengan Lampiran 1-8 keputusan i

Pasal 8
(1} Kepala BPPK menandatangani kepulusan penyelenggaraan diklat yang

persyaratan pesertanya adalah pegawal serendah-rendahnya golongan
[T atau yang setingkat,

(2} Direktur STAN menandatangani keputusan penyelenggaraan program
diploma bidang keuangan.
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(3) Kepala Pusdiklat, yang bertindak untuk dan atas nama Kepala BPPK,

menandatangani Keputusan penyelengparaan  diklat yang
diselenggarakan di pusat dan lidak mensyaratkan bahwa peserta dilklat

) adalah pegawal serendah-rendahnya golongan I11 atau yang setingkat.

- (4) Kepala Balai, yang bertindak unluk dan atas nama Kepala BPPIC
menandatangan: keputusan — penyelengparaan diklal  yang
diselenggarakan di daerah kerjanya dan udak mensyaratkan bahwa
peserla diklat adatah pepawal serendah-rendahnya golongan I atau
yang setinglat.

(3) Keputusan penyelenpparaan diklat paralet dapat ditandatangant bersama
dengan pihak pengguna jasa diklat.
Pasal 9
(1) Tata cara penerbitan keputusan penyelengguaraan diklat oleh Kepala

BPPK adalah sebapai berikut.

. a. Kepala Pusdiklat/Direkiur STAN/Kepala Balai mengajukan konsep

keputusan penyelenggaraan diklat kepada Kepala BPPK melalui
Sekretaris BPPK sclambat-lambatnya 7 (tujuh) hart kerja sebelum

- diklat dimulai.

) h. Sekretaris BPPK harus memberikan pendapatnya tentang konsep

keputusan penyelenggaraan diklat selambat-lambatnya 3 (tiga} hari

- kerja setelah diterimanya konsep keputusan tersebut.
¢. Keputusan penyelenpggaraan diklat harus diterbitkan  selambat-

fambatmya | (salu) hari kerja sebelum diklat dimulai.
(2) Tata cara penerbilan keputusan penyelenggaraan diklat oleh Kepala

Pusdikiat adalah sebagai berikut.

2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pusdiklal mengajukan konsep -
keputusan penyelengparaan diklat kepada Kapusdiklat selambat-
lambatnya 7 (tujul) hari kerja sebelum diklat dimulai.

b. Keputusan penvelengearaan diklat harus diterbitkan selambat-
lambalnya 1 (satu) hart kerja scbelum diklat dimulai.

(3) l'ata cara penerbitan kepulusan penyelenggaraan diklat oleh Direktur

STAN adalah sebagai bertkut.

n, Kepala Sekretariat  STAN  mengajukan  konsep  keputusan
penyelengparaan diklat kepada Direktur STAN selambat-lambatnya
7 (tujuh) hari kenja sebelum diklat dimulat.

b. Keputusan penyelenpgaraan diklat harus diterbitkan selambat-
lambatnya 1 (sat) hari kerja sebetum diklat dimular,

-

(4) Tata cara penerbitan keputusan penyelenggaraan diklat oleh Kepala
Balai adalah sebagai berikul
a. Kepala Seksi Penyelenpgaraan di Balai mengajukan  konsep
keputusan penyelenpgaraan diklat kepada Kepala Balal selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum diklat dimulat.
b. Keputusan penyelengparaan diklat harus diterbitkan setambat-
Jambatnya 1 (salu) hari kerja sebelum diklat dimulalt.
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(5) Tata cara penerbitan perubaban atas kepuusan penyelenggparaan diklat
adatah sama dengan tala cara penerbitan kepulusan penyelenggaraan
diklat sebagaimana dimaksud pada ayal (1), (2), dan (3).

(6) Perubahan atas kepulusan penyelengparaan diklat harus diterbitkan
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diklat dimulal,

Pasal 10

{1 Formulir A terdiri dart:
a. Formulir A | untuk diklat reguier;
b, Formulir A 2 untuk diklat paralel,
¢. Formulir A 3 untuk program diploma bidang keuangan reguler; dan
d. Formulir A 4 untuk program diploma bidang keuangan paralel;
dibuat dan disampaikan sebeium diklat dimulai.

(2) Formulir A dibuat uniuk setiap jenis diklat dan untuk sctiap angkatan.

(3) Formulit A harus dilerima oleh Sekretaris BPPK selambat-lambatnya 1
(satu) minggu sebelum tanggal dimulainya diklat atau 1 (satu) minggu
sebelum tahun akademik dimulai.

{4) qumulir A harus diterima kembali oleh Kepala Pusdiklat/Direktur
STAN/Kepala Balai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kea setelah
tanggal diterimanya formulir A oleh Sekretaris BPPK.

{5) Sekretaris BPPK  mengngatkan  secara  tertulis  Kepala
Pusdiklat/Direktur  STAN/Kepala Balai yang tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana tersebul pada ayat (1), (2), dan (3).

(6) Bentuk dan isi Formulir A terdapat dalam Lampiran H-1 sampal dengan
Lampiran [1-4 kepulusan ol

Pasal 1l

(1) Tata cara pembuatan formulir A pada Pusdiklat/STAN adalah sebagai
berikut,

a. Formulir A diisi lengkap, dibuat rangkap 4 (empat), semuanya asl,
ditandatangani oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pusdiklat atas
nama Kepala Pusdiklat atau Kepala Sekretariat STAN atas nama
Direktur STAN.

b. Formulir A diajukan kepada Sekretaris BPPK untuk dicatat dan
diberikan Nomor Pokok Peserta (NPP) Diklat/Nomeor Pokok
Mahasiswa  (NPM)  Program  Diploma  Bidang  Keuangan,
selanjutnya disahkan oleh Kepala Bapian Bina Program atas nama
Sekretars BPPK.

¢. Lembar pertama formulir A disampaikan kepada Kepala Bagian
Bina Program untuk monitoring pelaksanaan diklat.

d Lembar kedua formulic A disampaikan kepada Kepala Baglan
Kenangan untuk dasar pencairan braya diklat.

e. Lembar ketiga formulir A disampatkan kepada Kepala Bagian
Organisasi, Tata Laksana, dan Pelaporan untuk bahan pelaporan
pelaksanaan diklat,
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f Lembar keempat formulic A untuk arsip Pusdiklat/STAN yang
bersangkutan.

(2) Tata cara pembuatan formulir A pada Balat adalah sebagai berikut:

a. Formulit A diisi fengkap, dibual rangkap 5 (lima), semuanya asli,
dan ditandatangani Kepala Balai dan/atau atas nama Kepala
Pusdiklat terkait/Direktur STAN,

b. Formuliv A diajukan kepada Sekretaris BPPK untul dicatat dan
diberikan Nomor Pokok Peserta (NPP) DiklatNomor Pokok
Mahasiswa (NPM) Program Diploma, sclanjutnya disahkan oleh
Kepala Bagian Bina Program alas nama Sekretarts BPPK.

¢. Lembar pertama fonmulir A disampaikan kepada Kepala Bapian
Bina Program untuk monitoring pelaksanaan diklat.

d. Lembar kedua formulic A disampaikan kepada Kepala Bagian

Keuangan unluk dasar pencairan biaya diklat,

Lembar ketiga formulir A disampaikan kepada Kepala Bagian

Organisasi, Tata Laksana, dan Pelaporan untuk bahan pelaporan

pelaksanaan dildat.

f  Lembar keempat formulir A diserahkan kepada Kepala Pusdiklat
lerkait/Direkiur STAN untuk arsip Pusdiklat terkait/STAN.

o Lembar kelima formulir A untuk arsip Balai yang bersangkutan.

o

Pasal 12

Apabila terjadi  perubahan  data  pada Formulir A maka Kepala
Pusdiklat/Direkiur STAN/Kepala Balai harus memberitahukan  secara
tertulis perubahan tersebut kepada Sekretaris BPPK selambat-lambatnya
pada tanggal dimulainya diklat yang bersangkutan.

Pasal 15

Bentuk dan isi sural keterangan mengajar lerdapat pada lampiran HI
keputusan int.

BAB IV
L/ EVALUASI DAN PELAPORAN DIKLAT

Pasal 14
, Keuoiatan evaluasi dan pelaporan dikial melipult:
£ . .
i a. Evaluasi diklat;
4
|

b. Pembuatan Keputusan Hasit Diklat

C.
/ (SKPPY;

Penerbitan Sural Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
} | Laporan penyelenggaraan diklat

¢
¢ e Pembualan Formulir B3]
\I/ Livaluast pascadiklat,

(1) Evaluasi diklat mencakup evaluasi terhadap peserta dildat, pengajar,
curikulum/materi diklat, dan penyelenggaraan diklat.

Pasal 15
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(2) Ketentuan tentang evaluasi ditetapkan dengan keputusan Kepala BPPK.
Pasal 16

(1) Pejabat berwenang menetapkan keputusan hasil diklat berdasarkan hasit
evaluasi peserta diklat,

(2) Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Kepala BPPK, untuk diklat sebagaimana dimaksud pada pasal 8
ayal (1), kecuall ditentukan fain;
b Direkfur STAN, untuk diklat sebagaimana dimaksad pada pasal 8
ayat (2), kecuali ditentukan lain.
¢ Kepala Pusdiklat 1erkait, untuk diklat scbagaimana dimaksud pada
pasal 8 ayat (3} dan (4), kecuali ditentukan lain.

(3) Kelentuan mengenai kelulusan diklat ditetapkan dengan keputusan
Kepala BPPK.

(4) Keputusan hasil diklat diterbitkan selambat- lambataya 1 (satu) bulan
setelah tanggal selesainya diklal sebagaimana yang tercantum dalam
formulir A atau perubahannya, alau | (satu) bulan setelah tanggal akhir
semester untuk program diptoma bidang keuangan atau perubahannya.

(5} Pusdiklat/STAN nunyampankan hasil kelulusan diklat kepada Balai
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sctelah tanggal selcsainya diklat
yang diselenggarakan di Balai sebagaimana yang tercantum pada
formulir A atau perubahannya, atau 1 (satu) bulan setelah tanggal akhir
semester bagi program diploma bidang keuangan atau perubahannya.

(6) Bentuk dan isi keputusan hasil dikiat terdapat dalam Lampiran 1V-1
sampal dengan Lampiran 1V-3 keputusan ini,

Pasal 17

(1) Tata cara penerbilan keputusan hasil diklat oleh Kepala BPPK adalah
sebagal berikul,

. Kepala PusdiklatKepala Balai mengajukan konsep keputusan hasil
diklat Kepada Kepala BPPK melalut Sekretaris BPPK selambat-
lambainya 7 (tujuh) hari kega sctelah rapat penentuan kelulusan
diktat.

b. Sekretaris BPPK harus memberikan pendapatnya tentang konsep
keputusan hasil diklat selambat-lambatnya 3 (tiga) harl kerja
sctelah diterimanya konsep keputusan tersebut.

¢. Keputusan hasil diklat harus diterbitkan selambai-lambatnya 1
(satu) bulan setelah tanggal sclesainya  diklat  sebagaimana
tercantum pada formulir A atay perubuhannya,

{2) Tata cara penerbitan kepulusan hasil diklat oleh Kepala Pusdiklat
adalah sebagai berikut.

a. Kepala Bidang Evaluast dan Pelaporan Pusdiklat mengajukan
konsep keputusan hasti diklal kepada Kepala Pusdiklat selambat-
lambatnya 7 (tyuh) har kerja setelah rapat penentuan kelulusan
diklat
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b, Keputusan hasil diklat harus ditcerbitkan selambat-lambatnya 1
(satu) bulan setelah tlanggal selesainya diklat sebagaimana
tercantum pada formulir A atau perubahannya.

(3) Tata cara penerbitan keputusan hasil diklat oleh Dircktur STAN adalah
sebagai berikut.

a. Kepala Bidang Akademis di STAN mengajukan konsep keputusan
hasil diklat kepada Direkiur STAN sclambai-lambatnya 7 {(twyuh)
hari kerja setelah rapat penentuan kelulusan diklat.

b. Kepulusan hasil diklal harus diterbitkan selambat-lambatnya |
(satu) bulan sciclah tanpgal selesainya diklat  sebagaimana
tercantum pada formulic A atau perubahannya.

Pasal 18

Tata cara pembuatan laporan penyelenggaraan diklat dan penerbitan Surat
Keterangan mengikuli Pendidikan dan Pelatiban (SKPP) ditetapkan dengan
keputusan Kepala BPPK.

Pasal 19

(1) Formuhr B terdiri dart:
a. Formulir B 1 untuk diklat reguler;
b. Formulbir B 2 untuk diklat paralel,
¢. Formulir B 3 untuk program diploma bidang keuangan reguler; dan
d. Formulir B 4 untuk program dipfoma bidang keuangan paralel.
dibuat dan disampaikan seielah dikiat selesar,

(2) Formulir B dibuat untuk tiap jems diklat dan untuk tiap angkatan,

(3) Formulir B harus diterima oleh Sekretass BPPK selambat-lambatnya 1
(satw) bulan selelah tanggal selesainya diklat sebagaimana yang -
tercantum dalam forinulir A alau perubahannya, atau 1 (satu) bulan
setelah tanggal akhir semester untuk program diploma keuangan atau
perubahannya,

(4) Kepala Pusdiklat/Direktur STAN/Kepala Balai harus memberitahukan
secara tertulis perkembangan penyelenggaraan diklat pada setiap akhir
(ahun angparan/akademik, sebagai penggants dari form B, untuk diklat
yang berlangsung dalam 2 tahun angparan/tahun akademik atau Iebih.

(5) Formulir B harus diterima kembali oleh Kepala Pusdiklat/Direktur
STAN/Kepala Balai selambat-lambalnya 3 (tiga) hari setelah tanggal
dilerimanya Formulir B tersebut oleh Sekretaris BPPK.

(6) Sekretaris  BPPK mengingatkan  secara tertulis ~ Kepala
Pusdiklat/Direktur  STAN/Kepala Balai yang  tidak melaksanakan
ketentuan schagaimana tersebul pada ayal (13, (2), (3), dan (4),

(7} Bentuk dan isi Formulir B terdapat dalam Lampiran V-1 sampai dengan
Lampiran V-4 keputusan int.
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PPasal 20

(1) Tata cara pembuatan Tormulir B oleh Pusdiklat/STAN adalah sebagal
bertkut.

a. Formulir B diisi lengkap, dibuat rangkap 4 (eropat), semuanya ash,
dan ditandatangani Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pusdiklat
atas nama Kepala Pusdiklat atau Kepala Sckretanat STAN atas
nama Direktur STAN.

b, Formulic B diajukan kepada Sekretaris BPPK untuk dicatat dan
selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Bagian Bina Program atas
nama Sekretans BPPIC
Lembar pertama formulic B disampaikan kepada Kepala Bagian
Bina Program untuk sarana evaluasi pelaksanaan diklat.

d. Lembar kedua formulir B disampaikan kepada Kepala Bagian
Keuangan untuk sarana mounitoring penggunaan biaya diklat.

e. Lembar ketiga formuliv B disampaikan kepada Kepala Bagian
Organisasi, Tata Laksana, dan Pelaporan untuk dasar penerbitan
SKPP dan bahan pelaporan pelaksanaan diklat.

f Lembar keempat formulir B untuk arsip Pusdiklat/STAN yang
bersangkutan.

]

(2) Tata cara pembuatan formulir 3 oleh Balai adalah sebagal berikut.

a. Forimulir 3 diisi lengkap, dibuat rangkap 5 (lima), semuanya asl,
dan ditandatanpani Kepala Balai dan/atau atas nama Kepala
Pusdikiat terkait/Direktur STAN.

b, Formulir B diajukan kepada Sekretaris BPPK untuk dicatat, dan
selanjutmya ditandatangani oleh Kepala Bagian Bina Program atas
nama Sekretaris BPPK.

Lembar pertama formulir B disampaikan kepada Kepala Bagian

Rina Program unluk sarana evaluasi pelaksanaan diklat.

d Lembar kedua formulir B disampaikan kepada Kepala Bagian

Keuangan untuk sarana monitoring penggunaan biaya diklat.

Lembar ketiga formulir 13 disampaikan kepada Kepala Bagian

Organisasi, Tata Laksana, dan Pelaporan untuk dasar penerbitan

SKPP dan bahan pelaporan pelaksanaan diklat.

f Lembar keempat formulit B discrahkan kepada Kepala Pusdiklat
terkalt/STAN untuk arsip Pusdildat terkait/STAN.

o Lembar ketima (ormulir B untuk arsip Balal yang bersanglutan.

o

87

Pasali 21

Apabila terjadi  perubahan  data pada Formulir B maka Kepala
Pusdikiat/Direktur STAN/Kepala Balai harus memberitahukan perubahan
tersebut secara tertulls kepada Sekretaris BPPK.

Pasal 22

(1) BPPK  menyelenggarakan  evaluasi pascadilklat atas diklat yang
ditentukan.

(2) Ketentuan tentang evaluas pascadiklat ditetapkan dengan keputusan
Kepala BPPK.
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BABY
PENUTUP

Pagal 23

(1) Dengan berlakunya keputusan int maka:

a. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan nomor
87/13P/1690  tentang  Pedoman  Penerbilan  Surat  Keputusan
Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan di  lingkungan Badan
Pendidikan dan Latihan Keuangan; dan

b. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan nomor
256/BP/1999 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Diklat
dan Penatausahaan Surat Keterangan Diklat Pegawai Negeri Sipil
dan [jazah di lingkungan Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;

yang berhubungan dengan penyelenggaraan diklat dinyatakan tidak

berlaku,

(2) Hal-hal vyang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan
kemudian dengan keputusan tersendiri.

(3) Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kenangan ini mulai
berlaku pada tanggal ditctapkan, dengan ketentuan akan diadakan
perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputnsan ini.

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini
disampaikan kepada:
L

Menteri Keuangan Republik indonesia;
Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan,
Inspektur Jenderal Departemen Keuangan,
Kepala Pusdiklat/Direktur STAN di lingkungan Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan, ~
Kepala Balai Diklat Keuangan/IKepala Bagian di lingkungan Sekretariat
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan/Kepala Bidang di lingkungan
Pusdildat/STAN.

Ditetapkan di Jakarta
pada langgal 24 Februari 2003

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd

NOOR FUAD
NiP 060035183

/,_,,_.SALJMA_I;I:S;sual dengan aslinya,
gomilmum,
)




LAMPIRAN 1-1

KEPUTUSAN KEPALA BPFPK NOMOR KEP-
024/PP/2003  TENTANG PEDOMAN UMUM
PENYELENGGARAAN  PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

BENTUK KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN DIKILAT REGULER YANG
DITANDATANGANI OLEII KEPALA BPPK

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENIIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NOMOR KEP.........

TENTANG

PENYELENGGARAAN DIKLAT . ANGKATANKE ...
TAHUN ANGGARAN ... DI ...

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

Menimbang - a bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan aparatur
pemerintab di bidang ... dipandang perlu untuk menyelenggarakan
diklat ... angkatan ke-.... tahun anggaran ..., di...... :

b. bahwa untuk menyelenggarakan diklat di atas perlu menetapkan
panitia penyelenggara, pengajar, pengamat dan pengawas ujian
(bila ada), dan peserta diklat ... ;

¢. bahwa pegawai/pejabatl yang namanya tercantum dalam lampiran I,
tl, dan I keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam
menjalankan tugasnya selaku panitia penyelenggara, pengajar,
pengamat, dan pengawas ujian diklat ... ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b periu
menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan tentang Penyelenggaraan Diklat ... Angkatan ..... Tahun
Anggaran ... di.... ;

Mengingat - 1. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (Indische
Comptabiliteit Wet, Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah
beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor ¢ Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 1968 Nomor 53);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor § tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Peraturan Pemenntah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan

dan Pelalthan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran

INegara Republik Indonesia Nomor 4019);

(V8]




Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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4. Keputusan Presiden Republik [ndonesia Nomor 42 Tahun 2002
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212},
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002
tentang  Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisast, dan Tata Kerja Departemen;

6. Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 47 Tahun 2002
tentang Susunan Organisast dan Tugas Eselon | Departemen,

7. Keputusan  Menter:  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor
2/IKMKL01/2001 tentang Orpanisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mentert
Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK.01/2002;

8. Keputusan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor
137/ KMKLG1/2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Departemen Keuangan:

9. Keputusan  Mentert  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor
450/KMICCT1/2001  tentang  Organtsasi dan Tata Kera Balai
Pendidikan dan Latihan Keuangan;

10, Keputusan - Menlerr Keuangan  Republik  Indonesia Nomor
STEKM.1/2001 tentang Uralan Jabatan di hingkunpan Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;,

Il Keputusan  Ketua  Lembaga  Administrasi  Negara  Nomor
193/X111/10/6/2000 tentang  Pedoman Umum  pendidikan  dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

12, Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
nomor [39/PP/2001 tentang Jenis dan Kode Diklat di lingkungan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

[3. dan seterusnya

h

Sural ... (dar1 unit eselon | yang berkenaan dengan penyelenggaraan
diklat, bila ada) '

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEUANGAN  TENTANG PENYELENGGARAAN  DIKLAT
ANGKATANKE ... TAHUN ANGOARAN...... DI ...

Menugaskan  Pusdiklat  ../Balai Diklat  Keuangan ... untuk
menyelenggarakan diklat . angkatan ke ... tahun anggaran ... di ...

Menunjuk/mengangkal pegawai/peiabat yang nama dan  jabatannya
tercantun dalam lampiran | keputusan ini sebagal panitia penyelenggara.

Menunjuk/mengangkat pegawai/pejabat yang nama dan jabatannya
tercantum dalam lampiran 1T keputusan ini sebagai pengajar.

Menunjuk/mengangkat pegawai/pejabat yang nama dan  jabatannya
tercantum dalam lampiran 11l keputusan ini sebagai pengamat dan
pengawas ujian (bila ada).




KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Keputusan Kepala BPPK
Nomor
Tangpul

3.

Menelapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran 1V keputusan ini
sebagai peserta.

Panitia penyelenggara seperti tercantum dalam butir kedua di afas
bertanpgung jawab atas kelancaran pelaksanaan diklat dan melaporkan
hasil pelaksanaan dikiat tersebut kepada Kepala Badan Pendidikan dan
Pelatthan Keuangan.

Pengeluaran sebagal akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran
rutin Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tahun anpgaran ..... , DIK
nomor ..., tanggal ...

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
akan diadakan perubahan/perbatken sebagaimana mestinya apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekelirzan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Kepala Badun Pendidikan dan Pelatihan Keuangan int
disampaikan kepada:

Ketua Badan Pemenksa Keuangan,

Menteri Keuangan Republik Indonesia;

Sekretarts Jenderal Departemen Keuangan,

Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;

Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangar,

Direktur Jenderal / Kepala Badan ... (unit eselon I terkait),
Kepala Biro Kepegawaian Departemen Keuangan,

Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,
Kepala Pusdikiat ......(tevkait);

. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta 11
- Kepala Balal Diklat Keuangan ... (terkait),
. Kabag Bina Program/O7P/Keuangan di lingkungan BPPK.

PETIKAN Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini ’
disampailan kepada yang bersanpkutan untuk diketahui dan digunakan
sebagaimana mestinya. ‘

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATHHAN KEUANGAN,




DAFTAR NAMA PANITIA PUNYELENGGARA DIKLAT

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA BPPK

NOMOR
TANGGAL

ANGKATAN ... TAHUN ANGGARAN ... DL ...
) NAMA/NIP JABATAN ~_ DIANGKAT SEBAGAI
2 | 3 4
’ T
]

Aman Kepala Koordinator

NIP. 060012345 Pusdiklat........

Amin Sekretaris

NIP 060023436 Kabid......

Tman Agisten Bidang,...
| NIP 060045678 Kuasubbid. ...

Ibrahim J Asisien Bidang.....

NIP 060011111 Kasubbd......

Nani Aststen Bidang......

NIP 060011123 Kasubbid......

Joko Anpgota

NIP 060055555 Pelaksana

Joni Anggota

NIP 060066666 Pelaksana

Budi I‘ Anggola

NIP 060038888 Pelaksana

KFEPALA BADAN PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN KEUANGAN,

------------




DAFTAR NAMA PENGAJAR DIKLAT

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BPPK
NOMOR
TANGGAL

ANGKATAN ... TAITUN ANGGARAN . DI....
NAMA/NIP JABATAN DIANGKAT SEBAGAI
2 3 4

Drs. Budiman
NIP. 060000001

Drs. Arifin
NIP 060023457

Widyaiswara

Widyaiswara

Pengajar mata pelajaran

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,




LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA BPPK
NOMOR

TANGGAL

DAFTAR NAMA PENGAMAT DAN PENGAWAS UJIAN DIKLAT ...
ANGKATAN ... TAHUN ANGGARAN ... DI

NAMA/NIE | JABATAN | DIANGKAT SEBAGAI ]

2 3 s 4
Tarman Kasubbid ..... Pengamat Ujian
NIP, 060012346
Susilo Kasubbag ..... Pengamat Ujian
NIP 060023456
Wiro Pelaksana Pengawas Ujian
NIP 060055556
lono Pelaksana Pengawas Ujian
NIP 060077777

(st

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,




LAMPIRAN IV
KFEPUTUSAN KEPALA BPPK

NOMOR
TANGGAL
DAFTAR NAMA PESERTA DIKLAT ...
ANGKATAN ... TAHUN ANGGARAN ... DIl ...
NAMA/NLP [ PANGKAT/GOL. | INSTANSI
2 3 4
Drs. Tannan Penata (111/¢) [Kanwil 11 DJA Padang
NIP. 060012346
Drs. Susilo Penata Muda (Ill7a) KPBC Malang
NIP 060023456
dst \

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,




LAMPIRAN 1-2

KEPUTUSAN KEPALA RBPPK NOMOR KEP-
024/PP/2003  TENTANG PEDOMAN UMUM
PENYELENGGARAAN  PENDIDIKAN  DAN
PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

BENTUK _KEPUTUSAN PENYLLENGGARAAN DIKEAT REGULER YANG

DITANDATANGANI OLEH KEPALA PUSDIKLAT

Menimbang

E Mengingat
| E:

DHPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ...

PENYLE

b.

d.

[P

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN .............

NOMOR KEP......
TENTANG

LENGOARAAN DIKLAT ... ANGKATAN K
TAHUN ANGGARAN DI

bahwa dalam ranpka meningkatkan pengetahuan  aparatur
pemerintah di bidang ... dipandang perlu untuk nwny(,lenggarakan
diklat ... angkatan ke-..... lahun anggaran ... di ...,

bahwa untuk menyelenpparakan diklat di atas pcrlu menetapkan
panitia penyelenggara, penpajar, pengamat dan pengawas ujian
(bila ada).dan peserta diklat ....... ;

bahwa pegawaifpejabat yang namanya tercantum datam lampiran 1,
11, dan Ml keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam
menjalankan tugasnya selaku panitia penyelenggara, pengajar,
pengamat, dan pengawas ujian diklat . ;

babwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu
menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
.......... tentang Penyelenggaraan Dhiklat ... Angkatan ..., Tahun
Anggaran ... di.... ; '

Undang-Undang Pérbendaharaan Indonesia (Indische
Comptabiliteit Wet, Sthl, 1925 Nomor 448) sebagaimana telah
beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-
Undang Nemor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 1968 Nomor 53);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawalan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 8 tahun 1974 teatang  Pokok-Pokolk Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indunesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan
dan Pelatiban Jabatan Pegawai Negert Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4019);




emperhatikan

|5
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Keputusan Bersama Direktur STAN dan

(Kepala Unit Pengguna Lulusan Program Diploma)

Nomor

Tanggal
e

i

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 1989
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3390);

Peraturan Pemerintall nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor
115, Tambahan lLembaran Nepara Republik Indonesia Nomor
4212

Kepulusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73,
Tambihan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
Keputusan Presiden” Republik Indonesia nomor 45 tahun 2002
tentang  Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;

Keputusan Presiden Republik Indonesita nomor 47 tahun 2002
tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon | Departemen;
Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Republik
Indonesia nomor 0145/U/1982 tentang Persamaan [jazah / Surat
Tanda Tamat Belajar Program Diploma Bidang Keuangan dalam
lingkungan Departemen Keuangan dengan ljazah / Sural Tanda
Tamat Belgjar  dari  Lembaga-lembaga  Pendidikan  pada
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Republik
Indonesia nomor 0193/U/1984 (entang  Penyelenggaraan Ujian
Negara bagi bagi Perguruan Tinggt Kedinasan,

Peraturan Menteri Keuangan  Republik  Indonesia nomor

1/PMK/1977 tentang Peraturan Dasar Sckolah Tinggi Akuntansi
Nepara,

 Keputusan  Menteri Keuanpan  Repubhik  Indonesia - nomor

2KME.01/ 2001 tentang Organisasi dan Tata Kera Departemen
Keuangan, sebagaimana telah diubah denpan Keputusan Menleri
Keuangan Republik Indonesia Nomer 316/KMK.01/2002,

 Keputusan Menteri Keudngan nomor [37/KMK.O1/200T tenlang

Pola Pendidikan dan Pelatthan Pegawai Departemen Keuangan.

 Keputusan  Menteri Keuangan  Republik Indonesia - Nomor

450/KMIL0U1/2001 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Bala
Pendidikan dan Latthan Keuangan;

 Keputusan Menteri - Keuangan Republik  Indonesia nomor

STR/KM 0172000 - tentang Uraian Jabatan di lingkungan  Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

- Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan nomor

207/B1/2000  tentang  Ketentuan-Ketentuan — Pengelolaan /

Penyelengparaan Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan
di lingkungan Departemen Keuangan,

Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatthan Keuangin

nomor 139/PP2001 tentang Jenis dan Kode Diklat di lingkungan
Badan Pendidikan dan Pefatihan Keuangan;
dan seterusnya

Surat ... {dari unil pengguna lulusan program diploma yang berkenaan

dengan penyelengpiraan program diploma bidang keuangan , bila ada)




- KETUJUH

Keputusan Kapusdiklat......
Nomor
Tanggal

3-

Panitia penyelenggara sepertl tercantum dalam butir kedua di atas
bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan diklat dan melaporkan
hasil pelaksanaan diklat tersebut kepada Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan ...

Pengeluaran sebagai akibat dari keputusan imi dibebankan pada anggaran
rutin Badan Pendidikan dan Pelatiban Keuangan tahun anggaran ..., DIK
nomor ...... ,tanggal ...

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekelirvan dalam keputusan i1,

SALINAN keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatthan ... Ini
disampaikan kepada:

Ketua Badan Pemertksa Keuangan

Menteri Keuangan Repubiik Indonesia;

Sckretaris Jenderal Departemen Keuangan,

Tnspektur Jenderal Departemen Keuvangan;

Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
Direktur Jenderal / Kepala Badan ... (unit eselon [ terkait),
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kevangan,

9. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatiban Keuangan;

10. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta 11;
11. Kabag Bina Program/QTP/Keuangan di lingkungan BPPK.

O 00 M1 T B L D

PETIKAN Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan ... mni

disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN
DANPELATIHAN ... ,
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LAMPIRAN LI

KEPUTUSAN KEPALA PUSDIKLAT....

NOMOR
TANGGAL

DATTAR NAMA PENGATAR DIKLAT ...
ANGEKATAN . TAHUN ANGGARAN ... DL ...

NAMA/NIP JABATAN ~ DIANGKAT SEBAGAI
2 3 4

Drs. Budiman
NIP, 060000001

Dis. Arifin
NIP 060023451

dst

Widyaiswara

Widyaiswara

Pengajar mata pelajaran

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN ... ,




LAMPIRAN [I1

KEPUTUSAN KEPALA PUSDIKLAT. ...

NOMOR
TANGGAL

DAFTAR NAMA PENGAMAT DAN PENGAWAS UJAN DIKLAT ..

ANGKATAN . TAMUN ANGGARAN ... DI
NAMA/NIP JABATAN DIANGKAT SEBAGAI

2 3 4
Tarman P Easubbid L Penpamat Ujian
NIP. 066012346
Susilo Kasubbag ... Penpamat Ujan
NIP 060023456
Wiro Pelaksana Pengawas Upan
NIP 060055556
Jono Pelaksana Pengawas Upian
NIP 0660077777
dst

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN
DANPELATIHAN ...,




LAMPIRAN 1V

KEPUTUSAN KEPALA PUSDIKLAT. ...
NOMOR

TANGGAL

DAFTAR NAMA PHESERTA DIKLAT ...
ANGKATAN ... TAHUN ANGGARAN . DI

NO NAMAMNI? | PANGKAT/GOL. INSTANSL
1 2 ! ER 4
[. | Drs. Tarman Penala {11/c) Kanwil [l DJA Padang
NIP. 060012346
2. | Susilo Pengatur Muda (11/a) KPBC Malang
NI 060023450
3
4.
3.0 | dst

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN
DAN PELATIFAN ........... ,




LAMPIRAN 1-3

KEPUTUSAN KEPALA BPPK NOMOR KEP-
024/PPf2003 TENTANG PEDOMAN UMUM
PONYELENGGARAAN  PENDIDIKAN  DAN
PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

BENTUK KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN DIKIAT REGULER YANG
DITANDATANGANI OLEH KEPALA BALAI DIKLAT KFUANGAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN ...

KEPUTUSAN KEPALA BALAT PENIIDIKAN DAN PELATIHAN ...
NOMOR KEP,.....

TENTANG

PENYELENGGARAAN DIKLAT ... ANGKATAN KE ...
TAHUN ANGGARAN ... DL

KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ... ,
Memmbang, ©a. babwa dalam  rangka  meningkatkan  pengetahuan  aparatur

pemerintah di bidang ... dipandang pertu untuk menyelenggarakan
diklat ... angkatan ke-... tahun anggaran ... di ...

b. bahwa untuk menyelenggarakan diklat di atas perlu menetapkan
panitia penyelenggara, pengajar, pengamat dan pengawas ujian
(bila ada),dan peserta diklat ... ;

c. bahwa pegawai/pejabal yang namanya tercantum dalam lampiran [,
i, dan I keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam
menjalankan {ugasnya selaku panitia penyelenggara, pengajar,
pengamat, dan pengawas ujian diklat ...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu
menetapkan keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan
Kevangan ... tentang Penyelenggaraan Diklat ... Angkatan ...
Tahun Anggaran ... di......;

Mengingat . 1. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (Indische
Comptabiliteil Wet, Sibl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah
beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-
Undang Nornor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia

Nomor 3041) sebagainana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor & tahun 1974 {entang Pokok-Pokok Kepegawaian

(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

1 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomaor 198, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

}\_}'




Memperhatikan

Menetapkan

PHRTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Keputusan Kepala Balai....
Nomor
Tanggal

R

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomeor 42 Tahun 2002
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002
tentang  Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan 1'ata Kerja Departemen;

6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2002
tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon [ Departemen;

7. Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor
193/X181/10/6/2001  tentang Pedoman Umumn Pendidikan dan
Pelatthan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

8. Keputusan Menieri  Keuangan Republik Indonesia Nomor
2/IKMEK.01/22001 tentang Orpganisast dan Tata Kerja Departemen
Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Keuvangan Kepublik Indonesia Nomor 316/KMK.01/2002;

9. Keputusan Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor
I37KMEK.01/2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Departemen Keuangan,

10. Keputusan  Menter: Kevangan  Republik  Indonesia  Nomor
450/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan lata Balai Pendidikan
dan Latthan Keuvangan;

Il Keputusan Menteri  Keuangan Republik Indonesia Nomor
578/KM.1/2001 tenlang Uratan Jabatan di lingkungan Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

1Z. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
nomor [39/PP/2001 lentang Jenis dan Kode Diklat di lingkungan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Kevangan;

I3, dan seterusnya

Surat ... {dari unit eseon I yang berkenaan dengan penyelenggaraan
diklat, bila ada)

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEUANGAN.. ... TENTANG PENYELENGGARAAN DIKLAT ...
ANGKATAN KE ... TAHUN ANGGARAN..... Dl ...

Menyelenggarakan diklat ... angkatan ke ... tahun anggaran ... di ...

Menunjuk/mengangkat pegawai/pejabat yang nama dan jabatannya
tercantum dalam lampiran | keputusan ini sebagat panitia penyelenggara.

Menunjuk/mengangkat pegawai/pejabat yang nama dan jabatannya
tercantum dalam lampican I keputusan iu sebagai pengajar.

Menunjuk/mengangkat pegawal/pejabat  yang nama dan  jabatannya
tercantum dalam lampiran 111 keputusan ini sebagai pengamat dan
pengawas ujlan (bila ada).




KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Keputusan Kepala Balas......
Nomor
Tanggal

~

-3~

Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran IV keputusan ini
sebagat peserta.

Panitia penyelenpgara sepertl tercantum dalam butiv kedua di atas
bertanggung jauwab atas kelancaran pelaksanaan diklat dan melaporkan -
hasil pelaksanaan diklat tersebut kepada Kepala Balal Pendidikan dan
Pelatthan Keuangan.... ..

Pengeluaran sebagai akibat dari keputusan in1 dibebankan pada anggaran
rutin Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tahun anggaran ..., DIK
NOMOr ... ,tanggal (...

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatthan Keuangan......
ni disampaikan kepada:

. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

Menteri Keuangan Republik Indonesia;

Sekretaris Jenderal Departemen Kenangan;

Inspektur Jenderal Departemen Keuangan,

Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
Direktur Jenderal / Kepala Badan ... (unit eselon I terkait)
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatiban Keuangan;

Kepala Biro Kepepgawaian Departemen Keuangan,

O, Sekretans Badan Pendidilan dan Pelatihan Kevangan,

10. Kepala Pusdiklat ... (terkatt);

I 1. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Nepara ... (terkait)
12. Kabag Bina Program/OTP/Keuangan di lingkungan BPPK.

%o =1 Ov B Wt

PETIKAN Keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatthan Keuvangan
........ ini - dismnpaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ........
pada tanggal

KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEUANGAN ... ,




LAMPIRAN |

KEPUTUSAN KEPALA BALAL ...
NOMOR.

TANGGAL

DAFTAR NAMA PANITIA PENYLELENGGARA DIKLAT ...
ANGKATAN ... TAHUN ANGGARAN ... DI ...

_N_O - NAMA/NID J’ABATAN DIANGKAT SEBAGAL
1 2 3 4

L.} Aman Kepala Balai......... Koordinator
NIP. 060012345 :

2. L Amin Kasi...... | Sekretaris
NIP 060023456

3. | Iman Kasubbag..... Asisten Bidang....
NIP 060045678

4, | Ibrahim Koriak...... Asisten Bidang.....
NIP 060011111

5. | Nani Korlak...... Asisten Bidang. ...
NIP 060011123

6. | Joko Pelaksana Anggota
NIP 060055555

7. | Joni Pelaksana Anggola
NIP 060066666

8. | Budi Pelaksana Anggola

NIP 060088888

KEPALA BALAI PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN. ...




LAMPIRAN LI

KEPUTUSAN KEPALA BALAL...
NOMOR

TANGGAL

DAFTAR NAMA PENGAJAR DIKLAT ...
ANGKATAN ... TAHUN ANGGARAN ... DI

NAMA/NIP JABATAN DIANGKAT SEBAGAL
2 BER 4
Drs. Budiman Widyalswara Pengajar mata pelajaran

NIP. 060000001

Drs. Arifin Widyaiswara ‘Pengajar mata pelajaran
NIP 060023451
dst

KEPALA BALAT PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEEUANGAN.......




LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BALAL ...
NOMOI

TANGGAL

DAFTAR NAMA PENGAMAT DAN PENGAWAS UNAN DIKLAT ...

ANGKATAN ... TAHUN ANGGARAN ... DL
NAMA/NIP JABATAN DIANGKAT SEBAGAT

2 3 4
Tarman Kasi ... PPengamat Ujian
NIP. 060012346
Susiio Kasubbag ..... Pengamat [jian
NIP 060023456
Wiro Pelaksana Pengawas Unan
NIP 060055556
Jono Pelaksana Pengawas Ujian
NIP 060077777
dst

IKKEPALA BALAT PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN ...




LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KEPALA BALAL ...
NOMOR

TANGGAL

DALFTAR NAMA PESERTA DIKLAT ...
ANGEKATAN ... TAIITUN ANGGARAN ... DI .....

NO NAMANIP | PANGKAT/GOL. INSTANSL
1 2 3 4
i. 1 Drs. Tarman i Penata (I11/¢) Kanwil Il DJA Padang

NIP. 060012346

2. 1 Susilo Pengatur Muda (11/a) KPBC Medan
NIP 060023456 ' '

KEPALA BALAI PENDIDIKAN
DANPELATIHAN
KEUANGAN.......... ,




LAMPIRAN -4

KEPUTUSAN KEPALA BPPK NOMOR KEP-
024/PP/2003  TENTANG PEDOMAN UMUM
PENYELENGGARAAN  PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

BENTUK  KEPUTUSAN __ PEN YELENGGARAAN — PROGRAM _ DIPLOMA

KEUANGAN REGULER

Menimbang o

b,

d.

Mengingat - oL

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAF TINGGI AKUNTANSI NEGARA

NOMOR KEP......

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM DIPLOMA ..., KEUANGAN SPESTALISASI ...

TAHUN AKADEMIK ...

DIREKTUR SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA,

bahwa untuk memenuht kebutuhan tenaga ... di Departemen
Keuangan dipandang perlu untuk menyelenggarakan program
diploma ... keuangan spesialisast .... tahun akademik .....;

bahwa untuk menyelenggarakan program diploma di atas pertu
menetapkan  panitia  penyelenggara, pengajar, pengawas  dan
pengamal ujian, dan mahasiswa program diploma ... keuangan
spesialisasi ....;

balwa pegawai/pejabat yang namanya fercantum dalam lampiran |,
II, dan 1I keputusan in1 dipandang mampu dan cakap dalam
menjalankan tugasnya selaku panitia penyelenggara, pengajar,
nengamat, dan pengawas ujian program diploma.... keuangan
spestalisasi....;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu
menetapkan Keputusan Direktur Sekolabh Tinggi Akuntanst Negara
tentang  Penyelengparaan  Program  Diploma ... Keuangan
Spesialisast ... Tahun Akademik .....;

Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (Indische
Comptabiliteit Wet, Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah
beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor & tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tarabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3390);




Memperhatikan

0.

[,

L6,

17.

Keputusan Direktur STAN
Nomor
Tanggal

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
115, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3859y,

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Nepgara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002
tentang Kedudukan,  Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;,

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2002
tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon [ Departemen;,
Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik
Indonesia Nomaor 0145/U/1982 tentang Persamaan ljazah / Surat
Tanda Tamat Belajar Program Diploma Bidang Keuangan dalam
iingkungan Departemen Keuangan dengan Ijazah / Surat Tanda
Tamat Belgjar dari Lembaga — Lembaga Pendidikan pada
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 0193/U/1984 tentang Penyelenggaraan Ujian
Negara bagi Perpuruan Tinggi Kedinasan;

. Peraturan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor

1/PMK/1977 tentang Peraturan Dasar Sekolah Tinggi Akuntansi
Negara;

Keputusan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor
2/KMIK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK.01/2002;

. Kepulusan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor

137/KMK.01/2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawal
Departemen Keuangan,

. Keputusan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor

450/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Balai Pendidikan
dan Latihan Keuangan,

Keputusan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia Nomor

578/KM.1/2001 tentang Uralan Jabatan di lingkungan Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Nomor

207/BP/2000 . tentang  Ketentuan-Ketentuan — Pengelolaan /
Penyelenpgaraan Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangin
di lingkungzan Departemnen Keuangan,

Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
nomor 139/PP/2001 tentang Jenis dan Kode Diklat di lingkungan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,

dan seterusnya

Surat ... (dari unit eselon I yang berkenaan dengan penyelenggaraan
srogram diploma bidang keuangan , bila ada)




Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

RETIGA

KELEMPA'T

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Keputusan Direktur STAN
Nomor
Tanggpal

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN  DIREKTUR  SEKOLAN  TINGGI AKUNTANSI
NEGARA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM
DIPLOMA... KEUANGAN SPESIALISASI.. TAHUN AKADEMIK ..

Menyelenggarakan program diploma
akademilk

..... keuangan spesialisast ... tahun

Menunjuk/mengangkat pegawai/pejabat yang nama dan jabalannya
tercantum dalam lampiran I keputusan ini sebagal panitia penyelenggara.

Menunjuk/mengangkat pegawai/pejabat yang nama dan jabatannya
tercantum dalam lampiran 11 keputusan in sebagai pengajar,

Menunjuk/mengangkat pegawai/pejabat yang nama dan jabatannya
tercantum dalam lampiran 11 keputusan inl sebagai pengamat dan
pengawas ujtan.

Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran [V keputusan
ini sebagal mahasiswa.

Panitia penyelengpara seperti tercantum dalam butir kedua di atas
bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan program diploma
dan melaporkan hasil penyelenggaraan program diploma tersebut kepada
Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Pengeluaran sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran
rutin Badan Pendidikan dan Pelatiban Keuangan tahun anggaran ... |
[DIK nomor-...... tanggal ...

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,

SALINAN keputusan Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ini
disampatkan kepada:

L2 —

{0

Ketua Badan Pemeriksa Kevangan

Menteri Keuangan Republik Indonesia;

Sekretaris Jenderal Departemen Keuvangan;

Inspektur Jenderal Departemen Keuangan,

Dircktur Jenderal Angparan Departemen Keuvangan;
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatiban Keuangan,
Kepala Biro Kepegawaian Departemen Keuangan;
Sckretaris Badan Pendidikan dan Pelatiban Keuangan;
Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara akarta II;
Kabag Bina Program/OTP/Keuangan di lingkungan BPPK;

P1. Kepala Balai Diklat Keuangan ... (terkatt),




Keputusan Direktur STAN
Nomor
Tanggal

.

PETIKAN Keputusan Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Nepara ini
disampatkan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan
scbagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR SEKOLAH TINGGI
AKUNTANS! NEGARA,




LAMPIRAN ]

KEPUTUSAN DIREKTUR STAN
NOMOR

TANGGAL

DAFTAR NAMA PANITIA PENYELENGGARA PROGRAM DIPLOMA
KEUANGAN
SPESIALISASL ... TAHUN AKADEMIK ... DL,

~ NAMAMNIP ~ JABATAN _ DIANGKAT SEBAGAI
2_ _ 3 4
Aman | Direktur STAN Koordinator

NIP. 060012345

Amin Kabid...... ‘ Sekretaris
NIP 060023456
lIiman Kabid.... Asisten Bidang....

NIP 060045678

[oralim Kasubbid.,..... Asisten Bidang.. ..
NIP 060011111

Nani | Kasubbid...... Aststen Bidang. ..
NIP 06G0O1 123 |

Joko Pelaksana Anggola

NIP (60055555

o 1

loni + Pelaksana Anggota

NIP 0600666606

Budi - Pelaksana Angpota
NIiP 060088888

DIREKTUR SEKOLAT TINGGI
AKUNTANSINEGARA,




3 LAMPIRAN Ui
¥ KEPUTUSAN DIREKTUR STAN
” NOMOR
TANGGAL

DAFTAR NAMA PENGAJAR PROGRAM DIPLOMA
SPESIALISASL ... TARUN AKADEMIK ... DI ...

NO | NAMANE [T ABATAN. DIANGKAT SEBAGAL
R ——— R 3 ! 4 —
L. Drs. Budiman | Widyaiswara Pengajar mata pelajaran

NIP. 060000001

P

Dis. Arifin Widyaiswara , Pengajar mata pelajaran
1 NIP 0600234351

DIREKTUR SEKOLAH TINGGI
AKUNTANSI NEGARA,




LAMPIRAN IIT

KEPUTUSAN DIREKTUR STAN
NOMOR

TANGGAL

DAFTAR NAMA PENGAMAT DAN PENGAWAS UJIAN PROGRAM DIPLOMA ...
SPESIALISAST .. TAHUN AKADEMIK ... D ...

NO | NAMAMNIP | TABATAN DIANGKAT SEBAGAL
! 2 i 3 4
{ Tarman | Kabid ... Pengamat Ujian

NIP. 060012346

Sustlo Kabid ... Pengamat Ujian
NIP 0600234506

Wiro Pelaksana Pengawas Ujian
NIP 060055556

| ,
Jono | Pelaksana Pengawas Ujan
NIP 060077777
dst

DIREKTUR SEKOLAH TINGGI
AKUNTANSI NEGARA,




LAMPIRAN [V

KEPUTUSAN DIREKTUR STAN
NOMOR

TANGGAL

DAFTAR NAMA PESERTA PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN
SPESIALISASI .., TAHUN AKADEMIK ... DI

) | NAMA NOMOR POKOK MAHASISWA

- — e ——— 3

Tarman

Susilo

DIREKTUR SEKOLAH TINGGI
AKUNTANSI NEGARA,




LAMPIRAN [-5

KEPUTUSAN KEPALA BPPK NOMOR KEP-
024/PP12003  TENTANG PEDOMAN UMUM
PENYELENGGARAAN  PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

BENTUR KEPUTUSAN - PENYELENGGARAAN DIKLAT PARALEL _YANG
MTANDATANGANI OLEH KEPALA BPPK

KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEUANGAN DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA JASA DIKLAT)
NOMOR KEP.... .

KEP.........

TENTANG

PENYELENGGARAAN DIKLAT ....... ANGKATANKE ...
TAHUN ANGGARAN ... Dl ...

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA JASA DIKLAT),

Menimbang a. bahwa dalam  rangka meningkatkan pengetahuan aparatur
pemerintah di bidang ... dipandang pertu untuk m(,nye[enggarakan
diklat ... angkatan ke-.... tahun anggaran ...... di ...

b. bahwa untuk menyelenggarakan diklat di atas perlu menetapkdn

panitia penyelenggara, pengajar, pengamat dan pengawas ujian

(bila ada), dan peserta diklat ....... :

¢. bahwa pegawai/pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran [,
I, dan Il keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam
menjalankan tugasnya selaku panitia penyelenggara, pengajar,
pengamat, dan pengawas ujian diklat .. ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada buruf a dan b perlu

menetapkan Keputusan Bersama Kepala Badan Pendidikan dan
Pelatiban Keuangan dan (Kepala Unit Pengguna Jasa Diklat)
tentang Penyclengparaan Diklat ... Angkatan ... Tahun Anggaran
..... di

Mengingat 1. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (Indische
Comptabiliteit Wet, Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah
beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negam Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawalan (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atlas Undang-Undang
Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890),
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4019},




Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Keputusan Bersama Kepala BPPK dan
(Kepala Unit Pengguna Jasa Diklat)
Nomor
Tanggal

R

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2002 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002
tentang  Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2002
tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon 1 Departemen,

7. Keputusan  Ketua Lembaga  Administrasi  Negara  Nomor
193/XTI/10/6/200T tentang Pedoman Umum Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

8. Keputusan Menteri  Kevangan Republik  Indonesia  Nomor
2KMEL0172001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan, sebagaimana telah diubal dengan Keputusan Menters
Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK.01/2002;

9. Keputusan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor
P37/KMK.01/2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Departemen Keuanpan,

0. Keputusan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor
450/ KMK.01/2001 tentang Orgamsasar dan Tata Kerja Balai
Pendidikan dan Latihan Keuangan;,

[T, Keputusan  Mentert  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor
STE/KM. 12001 tentang Uraan Jabatan di lingkungan Badan
Pendidikan dan Pelatihan Kevangan;

12. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
nomor 139/PP/20071 tentang Jems dan Kode Diklat di lingkungan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,

13, dan seterusnya

Surat ... (dari unit pengguna jasa diklat yang berkenaan dengan
penvelenpparaan diklat, bila ada)

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN
PHELATIHAN KEUANGAN DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA JASA
DIKLAT)  TENTANG  PENYELENGGARAAN  DIKLAT
ANGRATAN KE ... TAHUN ANGGARAN. ... DI.....

Menugaskan  Pusdikiat ... /Balai  Diklat  Keuangan ... untuk
menyelengparakan diklat ..., angkatan ke..... tahun anggaran ... di ..

Menunjuk/mengangkat pegawai/pejabat  yang nama dan jabatannya
tercantum dalam fampiran 1 keputusan ini sebagai panitia penyelenggara.

Menunjuk/mengangkat pegawai/pejabat  yang nama .dan jabatannya
wercantum dalam Jampiran [1 keputusan ini sebagal pengajar,

Menunjuk/mengangkat  pegawai/pejabat yang nama _dan jabatannya
tercantum dalam lampiran {1 keputusan ini sebagal pengamat dan

pengawas ujian (hila ada),




Keputusan Bersama Kepala BPPK dan
(Kepala Unit Pengguna Jasa Diklat)

Nomor
Tanggal
-3-
KELIMA - Menctapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran 1V keputusan ini
sebapal peserta,
KEENAM : Panitia penyelenggara seperti tercantum dalam butir kedua di atas

bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan diklat dan melaporkan
hasil pelaksanaan diklat tersebut kepada Kepala Badan Pendidikan dan
Pelatihan Kenangan dan (Kepala Unit Pengguna Jasa Diklat).

KETUJUE © Pengeluaran sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran
..... (unmit pengeuna jasa diklat)

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
akan diadakan perubahan/perbailkan sebagaimana mestinya apabila dfi
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,

SALINAN Keputusan Bersama Kepala Badan Pendidikan dan Pelatibhan
Keuangan dan (Kepala Unit Pengpuna Jasa Diklat) ini disampaikan kepada:
I Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;

3. Sckretaris Jenderal Departemen Keuangan;

4. Iospektur Jenderal Departemen Keuangan;

5. Kepala ... (unit pengguna jasa diklar):

6. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuanpan:

7. Kepala Pusdikiat ... (terkait);

8. Kepala Balai Diklat Keuangan .. (terkait),

9. Kabag Bina Progran/OTP/Keuangan di lingkungan BPPK.

PETIKAN Keputusan Bersama Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan dan (Kepala Unit Pengguna Jasa Diklat) ini disampaikan kepada
yang bersangkutan untuk diketahul dan digunakan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di Jakarta
¢ pada tanggal

KEPALA BADAN' PONDIDIK AN (KEPALA UNIT PENGGUNA
DAN PELATIHAN KIEUANGAN, JASA DIKLATY,




LAMPIRAN |

KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BPPK
DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA JASA

DIKLAT)
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR NAMA PANITIA PENYELENGGARA DIKLAT ...

iman
NI 360045678

Ihrahim
NIPOAGOTTLT

Nuni
NIP Q6001123

Joko
NI 060055555

Jom
NIP 060066666

o1 Budi
| NIP 060088888

|

Kasubhid... .

Kasubhid,....

Peiaksana

Pelaksana

i Pelaksana
I
|

ANGRKATAN ... TAHUN ANGGARAN ... DT ...
NAMANID JABATAN DIANGKAT SEBAGAI
_______ o 3 4
Aman | Kepala Koordinator
NIP. 060012345  Pusdiklat. ...
Amin Sekretaris
NIP 060023456 Kabid.....

Asisten Bidang....

Asisten Bidang. ...

Asisten Bidang. ... .

Angpota

Anggola

Anggota

~KEPALA BADAN PENDIDIKAN

CDANPELATIHAN KEUANGAN,

(KEPALA UNIT PENGGUNA
TASA DIKLAT),




LAMPIRAN [i

KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BPPK
DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA JASA
DIKLAT}

NOMOR

TANGOAL

DAFTAR NAMA PENGAJAR DIKLAT ...
ANGEATAN . TAHUN ANGGARAN ... DI

(NO [ NAMAND T JABATAN DIANGKAT SEBAGAI
i 2 | 3 4
L | Drs. Budiman Widyaiswara Pengajar mata pelajaran
NIP-Geovo00OL 7
¢ 20 ] Drs. Arifin Widyaiswara Pengajar mata pelajaran
NIPGe0023450 [ | 77
3.
4.
5. | dst

KEPALA BADAN PENDIDIK AN (KEPALA UNIT PENGGUNA
DAN PELATIHAN KEUANGAN, JASA DIKLAT),




LAMPIRAN 111

KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA RPPK.
DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA JASA
DIKLAT)

NOMOR

TANGGAL

DAFTAR NAMA PENGAMAT DAN PENGAWAS UNAN DIKLAT ..
ANGKATAN ... TAHUN ANGGARAN ... DL ...

NI 060077777

dsl

- KEPALA BADAN PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN KECUANGAN

E

_ NAMA/NIP | JABATAN DIANGKAT SEBAGAL

2 ; 3 4

Tarman Kasubbid . Pengamat Ujlan

NIP. 060012346

Susily : Kasubbag ... Penpamat Ujian

N1P 060023456

Wiro Pelaksana Pengawas Ujian

NIP 060055536

Jono Pelaksana Pengawas Ujian

(KEPALA UNIT PENGGUNA

JASA DIKLAT),




LAMPIRAN TV
KEPUTUSAN BHRSAMA KEPALA BPPK
DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA JASA

DIKLAT)
NOMOR

TANGGAL

DAFTAR NAMA PESERTA DIKLAT
ANGKATAN | TAITUN ANGGARAN ... Dl

NAMA/NIP

PANGKA'T/GOL.

INSTANSI

2

3

4

Drs, Tarman
NIP. 060012346

[Drs. Susito
NIP 060023454

dst

==

Penata {(11/e)

| Penata Muda {Ul/a)

EPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

Pemda Tk. T Padang

Dinas Pertanian Tk. Tl Malang

(KEPALA UNIT PENGGUNA

JASA DIKLAT),




LAMPIRAN [-0

KEPUTUSAN KEPALA BPPK NOMOR KEP-
024/PP/2003  TENTANG PEDOMAN UMUM
PENYELENGGARAAN  PENDIDIKAN  DAN
PELATIHIAN DI LINGKUNGAN  BADAN
PLENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

BENTUK KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN DIKLAT PARALEL YANG
DITANDATANGANI OLEN KEPALA PUSDIKLAT

KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA JASA DIKLA [y
NOMOR KFP .........

TENTANG

PENYELENGGARAAN DIKLAT ... ANGIATAN KE
TATTUN ANGGARAN

hEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ...
DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA JASA DIKLAT),

Menimbang -4 bahwa dalam  rangka meningkatkan pengetahuan aparatur
pemerintah di bidang ... dipandang perlu untuk muly«,]cnggardlﬂn
diklat . angkatan ke-..... tahun anggaran ... di ......

b. bahwa untuk menyelenggarakan diklat di atas pcrlu menetapkan
panitia penyelenggara, pengajar, pengamat dan pengawas ujian
(bila ada),dan peserta diklat ... ;

¢. bahwa pegawai/pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran |,
il, dan 1l keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam
menjalankan tugasnya selaku panitia penyelenggara, pengajar,
pengamal, dan penpawas ujian diklat ...;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perly
mcncl‘apkun Keputusan Bersama Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan ... .. dan (}\epala Unit Pengguna Jasa Diklat) tentang

Pcnye]bnggarmn Diklat ... Angkatan ... Tahun Anggaran ... di

Mengingat .t Undang-Undang  * Perbendaharaan [ndonesia (Indische
Complabiliteit Wet, Sthl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah
beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 53},

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Todonesia Tahun 1974

MNomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3041) sebapgaimana telah diubab dengan Undang-Undang

Nomor 43 Talun 1999 tentang Perubahan Alas Undang-Undang

Nomor & tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38907,

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan
dan Pclatihan Jabatan Pepawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

b2




RELIMA

KELNAM

RETUIUL

SALINAN Keputusan Bersama Kepala Pusal Pendidikan dan Pelatihan

Keputusan Bersama Kapusdiklat...... dan
(Kepala Unit Pengguna Jasa Diklal)
Nomaor

Tangpal

e

Menetupkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran [V keputusan ini
sebagal pescrta.

Paniia penyelenggara scperti tercantum dalam butir kedua di atas
bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan diklat dan melaporkan
hasil pelaksanaan dikiat tersebut kepada Kepata Pusat Pendidikan dan
Pelatibhan dan (Kepala Unit Pengguna Jasa Diklat).

Pengeluaran sehagai akibal dari keputusan ini dibebankan pada anggaran
(unit pengpuna jasa diklat)

Nepatusan i malai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya apabila di
nemudian hart ternyata tesdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

dan (Kepala Unit Pengguna Jasa Diklal) ini disampaikan kepada:

i of

O -

Ketua Badan Pemeriksa Keuanpan

Mentert Keuangan Republik Indoncesia;

Sckretaris Jenderal Departemen Keuangan;

Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;

Repala L (unit penggana jasa diklat),

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
sSckretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
Kabag Bina Prograni/OTP/Keuangan di ingkungan BPPK.

PETIKAN Kepatusan Bersama Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan ...
dan (Kepala Unit Pengguna Jasa Diklat) i disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN (KEPALA UNIT PENGGUNA JASA
CDANPELATIHAN . ; DIKLAT)




LAMPIRAN |
KLEPUTUSAN BERSAMA KAPUSDIKLAT

........... DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA
JASA DIKLAT)
NOMOR
TANGGAL
DAITAR NAMA PANITIA PENYELENGGARA DIKLAT
ANGKATAN ... TAHUN ANGGARAN ... DI
waf;fT,__ﬁ_.._;ﬁ@‘.?@if_": _JABATAN DIANGKAT SEBAGAI
I D T 3 4
ool Aman Kepala Koordinator
’ NIP. 060012345 Pusdiklat...........
2. | Amin Sekretaris
NIP 060023456 Kabid......
3. | Iman Asisten Bidang....
NIP 060045678 Kasubbid.. ..
4. | Ibrahim Asisten Bidang.....
NIP 060011111 Kasubbid... ..
50| Nani Asisten Bidang......
NIP 060611123 Kasubbid......
6. | Joko ’ Anggota
NIP 060055555 Pelaksana
7. [ Joni Anggola
NIP 060066666 Pelaksana
8| Budi Anggota
NIP 06D08E8’Y ‘ Pelaksana

KEPALA PUSAT PENDIDIK AN
DAN PELATIIIAN

(KEPALA UNIT PENGGUNA JASA
DIKLAT)

........ 5




LAMPIRAN 11

KLEPUTUSAN BERSAMA KAPUSDIKLAT
........... DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA
JASA DIKLAT)

NOMOR

TANGGAL

DAITTAR NAMA PENGAJAR DIKLAT ...
ANGEATAN ... TAIIUN ANGGARAN ... DI .

NO | NAMANIE T T TIABATAN. | DIANGKAT SERAGAT

L R S 3 4

Lo Drs. Budiman Widyaiswara Pengajar mata pelajaran
o e N

20 ] Drs. Arifin Widyaiswara Pengajar mata pelajaran
NP eso0234s51 b T

3.

S0 dst
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN (KEPALA UNIT PENGGUNA JASA
DAN PELATIHAN ... , DIKLAT)




LAMPIRAN 111
KEPUTUSAN BERSAMA KAPUSDIKLAT

........... DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA
JASA DIKLAT)
g NOMOR
- F 3 TANGGAL
DAITAR NAMA PENGAMAT DAN PENGAWAS UJIAN DIKLAT ...
ANGKATAN . TAHUN ANGGARAN ... DI ...
. NO | NAMANID  TTTTTIABATAN DIANGKAT SEBAGAI
L S RO 4
[ | Tarman Kasubbid ... Pengamat Ujian
NIP 060012346
2. | Sustlo Kasubbag ... Pengamat Ujtan
NIP 060023456
30| Wiro Pelaksana Pengawas Ujlan
NIP O60053556
4. | Jono Pelaksana Pengawas Ujian
. NI Q60077777
5. | dst
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN (KEPALA UNIT PENGGUNA JASA
DAN PELATIHAN ... ) DIKLAT)
........... NIP




LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BERSAMA KAPUSDIKLAT
........... DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA
JASA DIKLAT)

NOMOR

TANGGAL

DAFTAR NAMA PESERTA DIKLAT ...
ANGKATAN ..., TAHUN ANGGARAN ... DI

NO_ NAMANIP PANGKAT/GOL. | INSTANSI
L 2 _3 4
L | Drs. Tarman Penata {[11/¢) Kanwil I DJA Padang
NIP. 060012346
2. | Susilo Pengatur Muda (11/a) KPBC Malang
NIP 060023456
3,
]
4,
i
5 [ dst
KUPALA PUSAT PENDIDIKAN (KEPALA UNIT PENGGUNA JASA
DAN PELATIHAN ... . DIKLAT)




LAMPIRAN 1-7

KEPUTUSAN KEPALA BPPK NOMOR KEP-
024/PP2003  TENTANG PEDOMAN UMUM
PENYELENGGARAAN  PENDIDIKAN  DAN
PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

BUNTUK KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN DIKLAT PARALEL YANG
DITANDATANGANT OLE KEPALA BALAI DIKLAT KEUANGAN

KEPUTUSAN BERSAMA KLEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA JASA DIKLAT)

TENTANG

PENYELENGOARAAN DIKLAT ... ANGKATANKE ...
TAHUN ANGGARAN .. DI

NEPALA BALATPENDIDIKAN DAN PELATIHAN ...
DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA JASA DIKLAT),

Memmbang D4 bahwa  dalam rangka  meningkatkan  pengetahuan  aparatur
pemerintah di bidang ... dipandang perlu untuk menyelenggam]\dn
diklat ... angkatan ke-. . tahun anggaran ... di ...

b, bahwa untuk menyclenggarakan diklat di atas pcrlu mcnetaplum
panitia penyelenggara, pengajar, pengamat dan pengawas ujian
(bila ada),dan peserta diklat ... ;

¢ bahwa pegawai/pejabat yang namanya tercantum datam lampiran 1,
I, dan NI keputusan im dipandang mampu dan cakap dalam
menjalankan tugasnya selaku panitia penyelenggara, pengajar,
pengamat, dan pengawas ujian diklat ..

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pdda huruf a dan b perlu
menctapkan Keputusan Bersama Kepala Balai Pendidikan dan
Pelatinan Keuangan dan (Kepala Unit Pengguna Jasa Diklat) ...
tentang Penyelenggaraan Diklat ... Angkatan ... Tahun Anggaran
..... dio.;

Mengingat .1 Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia ([ndische

Comptabiliteit Wet, Stbl, 1925 Nomor 448) sebagaimana (clah

beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Tahun 1968 Nomor 53},

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian {Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1974

Nomor 355, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia

Nomor 3041) scbagaimana telah diubab dengan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 8 tahun 1974  tentang  Pokok-Pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 1999 Nomor 169,

‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890}

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan
dan PPelatihan Jabatan Pepawal Neperi Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran
Nepara Repuhlik Indonesia Nomor 4019);

I




Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

-~ KEDUA
- KETIOA

KEEMPAT

Keputusan Bersama Kepala Balai.... dan
{Kepala Unit Pengguna Jasa Diklat)
Nomor

Tanggal

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002
tentang  Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Deparlemen;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2002
tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;

7. Keputusan  Ketva  Lembaga  Administrasi  Negara  Nomor
193/X11710/6/2001  tentang Pedoman Umoum  Pendidikan  dan
Pelatihan Jabatan Pepawai Negeri Sipil;

8. Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor
2/IKMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuvangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 16/KMI,01/2002;

9. Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor
LA7AKMIK.CT/2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Departemen Keuangan;

10 Keputusan  Menleri Keuanpan  Republik  Indonesia  Nomor
450/KMKL01/2001 tentang  Organisasi dan Tata Kerja  13alai
Pendidikan dan Latihan Keuangan;

o Keputusan - Menteri Keuangan Republik  Indonesia Nomor
STSKM 172000 tentang Uralan Jabalan di lingkungan Badan
Pendidikan dan Pelatthan Keuangan;

12 Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
nomor 139/PP/2001 tentang Jenis dan Kode Diklat di lingkungan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

3. dan seterusnya

Surat ... (dari unit pengguna jasa diklat yang berkenaan dengan
penyelenggarnan diklat, bila ada)

MEMUTUSKAN

KHEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BALAL PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEUANGAN DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA JASA
DIKLAT)  TENTANG  PENYELENGGARAAN  DIKLAT ..
ANGRATANKE ..., TAHUN ANGGARAN..... DI.....

Menyelenggarakan diklat ... angkalan ke ... tahun angparan ... di ...

Menunjuk/mengangkat pegawal/pejabat  yang nama dan jabatannya
tercantum dalam Jampiran | keputusan ini sebagat panitia penyelenggara.

Menunjuk/mengangkat pegawai/pejabat yang nama dan  jabatannya
tercantum dalam Jampiran 1l keputusan ini sebagal pengajar.

Menunjuk/mengangkat  pegawai/pejabat yang nama dan jabatannya
tercanturn dalam lampiran 111 keputusan ini sebagal pengamat dan
pengawas upian (bila ada).




KLELIMA

KEENAM

KEPALA BALAT PENDIDIKAN
DAN PELATIHIAN KEUANGAN ... ? DIKLAT)

Kepuiusan Bersama Kepala Balai.. . dan
(Kepala Unit Pengguna Jasa Diklat)
Nomaor
Tanggal

-

Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran 1V keputusan ini
sebagal peserta,

Panttia penyelenggara seperti tercaptum  dalam butir kedua di atas
berlangpung jawab atas kelancaran pelaksanaan diklat dan melaporkan
hastl pelaksanaan diklat tersebut kepada Kepala Balai Pendidikan dan
Pelatihan Kevangan ... dan (Kepata Unit Pengguna Jasa Diklat)
Pengeluaran sebagai akibal dari keputusan ini dibebankan pada anggaran
(unit pengguna jasa diklal)

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya apabila di
Kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,

SALINAN Keputusan Bersama Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan...... dan {Kepala Unit Pengguna Jasa Diklat) ini disampaikan
kepada:

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

Menteri Keuangan Republik Indonesia,

Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;

- Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;

5. hepala ... {unit pengguna jasa diklat);

6. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,

7. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelahhan Keuangan;

8 Kepala Pusdiklat ... (terkait);

Y. Kabag Bina Program/OQTP/Keuvangan di lingkungan BPPK.

I
2
q
RE
A

PETIKAN -Keputusan Bersama Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan
Koeuangan L. dan (Kepala Unit Penppuna Jasa Diklat) mni disampaikan
sepacda yang bersangkutan untuk diketahw dan digunakan sebagaimana
mestiny, ‘

Ditetapkan di ...
pada tanggal

(KEPALA UNIT PENGGUNA JASA




LAMPIRAN |
KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BALAI
........... DAN (IKEPALA UNIT PENGGUNA
JASA DIKLAT)
NOMOR
TANGGAL
DAFTAR NAMA PANITIA PENYELENGGARA DIKLAT ...
ANGKATAN . TAHUN ANGGARAN ... DI ...
NO T NAMAND | JABATAN | DIANGKAT SEBAGAL
Lo | Aman L Kepala Balat......... Koordinator
NIP, 360012343
2. L Amin Kasi.... Sekretars
NIP 060023456
3. | iman P Kasubbag..... Asisten Bidang....
NI 060045678
¢, | lbrahnm Korlak ... Asisten Bidang. ...
NP OOCOTTT I
5. | Naru Korlak..... Asisten Bidang...... ]
NIPOGO0T 1123
6. | Joko Pelaksana Anggota
NIP 060055535
Q
7| lont Pelaksana Anggota
NIP 060066666
8. | Budi I Pelaksana Anggota
NIP Q60088888
KEPALA BALATPENDIDUHAN (KEPALA UNIT PENGGUNA JASA

DAN PELATIHIAN KEUANGAN ..., DIKLAT)




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BALAI

........... DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA
JASA DIKLAT)
NOMOR
TANGGAL
ir DAFTAR NAMA PENGAJAR DIKLAT ...
ANGKATAN . TAHUN ANGGARAN .. DT ...
i NO NAMANIP 17 JABATAN | DIANGKAT SEBAGA]
.| Drs. Budiman Widyaiswara Pengajar mata pelajaran 5
NP GoCoocoor
20 Dirs. Aritin Widyaiswara Pengajar mata pelajaran
NIP 060023450
3.
4, !
S0 dst
i
REPALA BALAT PENDIDHKAN (KEPALA UNIT PENGGUNA JASA
DAN PELATHHAN KEUANGAN DIKLAT)
NP NIP o




LAMPIRAN I

KLEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BALAI
........... DPAN (KEPALA UNIT PENGGUNA
JASA DIKLAT)

NOMOR

TANGGAL

DAFTAR NAMA PENGAMAT DAN PENGAWAS UJIAN DIKILAT
ANGRATAN . TATIUN ANGGARAN ... )]

NOT T NAMANID [T ABATAN. | T DIANGRAT SEBAGAT
I. | Tarman Kast ..., Pengamat Ujan
NIP. 060012346
2. | Susilo Kasubbagp . Pengamat Ujan
NIP 066023456
3 Wiro Pelaksana Pengawas Ujtan
NiP* 060055556
4. 1 Jono ' Pelaksana Pengawas Ujian
NIP 060077777
3. | dst
- KEPALA BALAT PENDIDIKAN {KEPALA UNIT PENGGUNA JASA
. DANPELATIHAN KEUANGAN DIKLAT)




LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BALAI

........... DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA
TASA DIKLAT)
NOMOR
i TANGGAL
. DAFTAR NAMA PESERTA DIKLAYT ...
. ANGKATAN ... TAFIUN ANGGARAN ... | )
" NAMA/NIP | PANGKAT/GOL. | INSTANSI
2 e 3 4
Drs, Tarman Penata (11/¢) Kanwil Ii DJA Padang
NIP. 060012346
Susilo Pengatur Muda (1l/a) KPBC Medan
NIP 060023456 f :
|
“ |
5. | dst ‘ '
KEPALA BALAT PENDIDIKAN (KEPALA UNIT PENGGUNA JASA
DAN PELATIHAN KEUANGAN ..., DIKLAT)




BENTUIK

LAMPIRAN 1-8

KEPUTUSAN KEPALA BPPK NOMOR KEP-
024/PP/2003 TENTANG PEDOMAN UMUM
PENYELENGGARAAN  PENDIDIKAN  DAN
PELATIHAN Dbt LINGKUNGAN  BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

KEPUTUSAN  PENYELENGGARAAN  PROGRAM  DIPLOMA

KEUANGAN PARALLL,

0 Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN BERSAMA DIREK TUR SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA LULUSAN PROGRAM DIPLOMA)

NOMOR KEP.......,

KEP......

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM DIPLOMA ... KEUANGAN SPESIALISASI ...

TAHUN AKADEMIK ... DI......

DIREKTUR SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

d.

(o]

DAN {(KEPALA UNIT PENGGUNA LULUSAN PROGRAM DIPLOMA),

bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga ... di (unut pengguna
lulusan program diploma)  dipandang  perlu untuk
menyelenggarakan program diploma ... keuangan spesialisasi ...
tahun akademik ... di ... :
bahwa untuk menyelenggarakan program diploma di atas perlu
menetapkan panitia  penyelenggara, pengajar, pengawas dan
pengamat ujian, dan mahasiswa program diploma ... keuangan
spesialisasi ...
bahwa pegawai/pejabat yang namanya tercanium dalam lampiran 1,
lI, dan 1! keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam
menjalankan tugasnya selaku panitia penyelenggara, pengajar,
pengamat, dan pengawas ujian program diploma...;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu
menetapkan  Keputusan  Bersama  Direktur - Sekolah Tinggl
Akuntansi Negara dan (Kepala Unit- Pengguna Lulusan Program
Diploma) tentang Penyelenggaraan Program Diploma ... Keuangan
Spestalisasi .. Tahun Akademik ... di .

Undang-Undang Perbendaharaan indonesia (Indische
Complabiliteit Wet, Stbl, 1925 Nomor 448) schbagaimana tclah
oeberapa kali diubah dan ditambah teraklur dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang  Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomeor 3041) scbagaimana tefah diubah dengan Undang-Undang
nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(LLembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);



Keputusan Bersama Direktur STAN dan
(Kepala Unit Pengguna Lulusan Program Diploma)
Nomor
Tanggal
-

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan
Nasional {Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 19389
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3390);

Peraturan Peinerintab nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tabhun 1999 Nomor
115, Tambahan lLembaran Nepgara Republik Indonesia Nomor
4212);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002
tentang Pelaksanaan Angparan Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
Keputusan Presiden’ Republik Indonesta nomor 45 tahun 2002
tenmtang  Kedudukan, Tugas, Tungsi, Kewenangan, Susuhan
Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 47 tahun 2002
tentang Susunan Organisasi dan Tugas Liselon | Departemen,
Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Republik
[ndonesia nomor 0145/U/1982 (entang Persamaan ljazah / Surat
Tanda Tamat Belajar Program Diploma Bidang Keuangan dalam
lingkungan Departemen Keuwangan dengan ljazah / Sural landa
Tamat  Belajar  dari Lembapa-Lembaga  Pendidikan  pada
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Republik
[ndonesia nomor 0193/0/1984 tentang Penyelenggaraan Ujian

Negarg bagi bagi Perguruan Tinggi Kedinasan;,

CPeraturan Menteri Keuangan  Republik  Indonesia nomor
1/PMK/1977 tentang Peraturan Dasar Sckolah Tinggl Akuntansi
Negary; _

 Keputusan  Menteri - Keuangan  Republik Indonesia nomor
2/KMK. 01/ 2001 tentang Organisasi dan “Tata Kerja Departemen
Keuangan, schagaimana telah diubah denpan Keputusan Menler
Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK.01/2002;

- Keputusan Menteri Keuangan nomor  [37/KMK01720010 tenlang
Pola Pendidikan dan Pelatthan Pegawai Departemen Keunngan;
 Keputusan - Menteri Keuangan  Republik  indonesia Nomor
450/KIMK 0172001 tentang Organmisasi dan Tata Kerju Balai
Pendidikan dan Latihan Keuangan,

CKeputusan  Menteri Keuangan — Republix Indonesi nomor
S78/KM.O 12001 tentang Uratan Jabatan di Hingkungan Badan
Pendidikan dan Pelatthan Keuangan;

. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Lalihan Kevangan nomor
207/BP2000  dentang  Ketentuan-Ketentuan  Pengelolaan /
Penyelengparaan Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan
di lingkungan Deparlemen Keuangan;

. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
nomor 139/PP/2001 tentang Jenis dan Kode Diklat dv hingkungan
Badan Pendidikan dan Pelatthan Keuangan;

17, dan seterusnya

Wenperhatikan ¢ Sural ... (dari unit pengguna lulusan program diploma yang berkenaan
‘ dengan penyelenggaraan program diploma bidang keuangan bila ada)




Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KELMPAT

KELIMA

KEENAM

RIVEUIUT

Keputusan Bersama Direktur STAN dan

(Kepala Unit Pengguna Lulusan Program Diploma)
Nomor

Tanggal

3
MEMUTUSKAN

KLEPUTUSAN  BERSAMA  KFEPALA  DIRERTUR  SEKOLAH
TINGGl  AKUNTANS]  NEGARA  DAN  (KEPALA  UNIT
PENGGUNA  LULHUSAN  PROGRAM  DIPLOMA) TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM DIPLOMA .. KEUANGAN
SPESIALISASL ... TAHUN AKADEMIK...... DI
Menyelenggarakan program diploma ... keuangan spesialisasi ... tahun
akademik ... dr....

Menuniuk/mengangkat pegawai/pejabat yang vama dan jabatannyu
tercantum  dalam  lampiran 1 keputusan ini  sebagal panitia
penyelengpara,

Menunjuk/mengangkal pegawai/pejabal yang nama dan jabatannya
tercantum dalam lampiran [ keputusan ini sebagai pengajar,

Menunjuk/mengangkat pegawai/pejabat yang nama dan jabatannya
tercantum dalam lampiran 11 keputusan ini sebagai pengamat dan
penpawas ujian,

Menelapkan nama-nama yang lercantum dalam lampiran 1V keputusan
ini sebapal mahasiswa.

Panitia penyelenggara seperti tercantum dalam butir kedua di atas
bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan program diploma
dan melaporkan hasil penyclengparaan  program diploma tersebut
Lkepada Direktur Sckolah Tinggi Akuntanst Negara dan (Kepala Unit
Pengeuna Lulusan Program Diploma).

Penpetuaran sebagal akibat dari keputusan  ini dibebankan pada
anggaran ... (unit pengguna lulusan program diploma}

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan, dengan ketentuan
akan diadakan perubahan/perbatkan sebagaimana mestinya apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekehruan dalam keputusan in.

SALINAN Keputusan Bersama Dircktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
dan (Kepala Unit Pengguna Lulusan Program Diploma) ini disampaikan
kepada:

Ketua Badan Pemeriksa Keuanpan

Menteri Keuangan Republik Indonesia,

Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan,

{nspektur Jendernl Departemen Keuangan,

Kepala ... (unit pengguna lulusan program diploma)
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,
hepala Balai Diklat Keuangan ... (lerkait); |
Kabag Bina Program/OTP/Keuangan di lingkungan BPPK.




Keputusan Bersama Direktur STAN dan

(Kepala Unil Pengguna Lulusan Program Diploma)
Nomor

Tanggal

e

PETIRAN Keputusan Bersama Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
dan (Kepala Unit Pengguna Lulusan Program Diploma) i disampaikan
kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana
mestinyi,

Ditetapkan di .....
pada tanggal

DIREKTUR SEROLAF TINGGL (KEPALA UNIT PENGGUNA LULUSAN
ARKUNTANSI NEOARA, PROGRAM DIPLOMA)




LAMPIRAN |

KEPUTUSAN BLERSAMA DIREKTUR STAN
DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA
LULUSAN PROGRAM DIPLOMA)

NOMOR
. TANGGAL
- DAFTAR NAMA PANITIA PENYELENGGARA PROGRAM DIPLOMA ...
- KEUANGAN SPLESIALISAST ... TARUN AKADEMIK ... DL,
"[NO | NAMA/NIP ~ JABATAN DIANGKAT SEBAGAL
I 2 3 A 4
.| Aman Dirextur STAN Koordinator
NI, 060012345
2. | Amin Kabid...... Sekretaris
NIP 060023456
3. | lman Kabid..... Agisten Bidang....
NIP 060045678
4. | Ibrahim Kasubbid.... . Asisten Bidang,.....
i NIPO6OOTETT]
S| Nani Kasubbid...... Asisten Bidang......
NIP 06001123
] 6. | loko Pelaksana Anggota
’ NIP 660055555
7. 1 loni Pelaksana Anggota
NP 060066666
8 1 Budi Pelaksana Anggota
NIP 06(0088888
DIREKTUR SEKOLAF TINGGI (KEPALA UNIT PENGGUNA LULUSAN
AKUNTANSI NEGARA, PROGRAM DIPLOMA)




LAMPIRAN 11

KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR STAN
DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA
LULUSAN PROGRAM DIPLOMA)

NOMOR
TANGGAL
DAFTAR NAMA PENGAJAR PROGRAM DIPLOMA ... KEUANGAN
SPHSIALISASL .. TAHUN AKADEMIK ... DL
E o NAMA/NIP JIABATAN | DIANGKAT SEBAGAI
E L L 2 3 4
.| Drs. Budiman Widyalswara Pengajar mata pelajaran
1 NIP. 0600000
2. | Drs. Arilin Widyaiswara Pengajar mata pelajaran
' NP 060023450+ L
3.
4,
5. | dst
DIREKTUR SEKOLAIT TINGGI (KEPALA UNIT PENGGUNA LULUSAN

AKUNTANSE NEGARA, PROGRAM DIPLOMA)




LAMPIRAN 111

KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR STAN
DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA
LULUSAN PROGRAM DIPLOMA)

NOMOR

TANGGAL

DAFTAR NAMA PENGAMAT DAN PENGAWAS UJIAN PROGRAM DIPLOMA ...

SPESIALISASI .. TAHUN AKADEMIK ... DI ...
NO | NAMANIE T [ TTIABATAN | DIANGKAT SEBAGAL
.| Tarman Kabid ... Pengamat Ujian

NP Q60012346

20| Susilo Kabid ... Pengamat Ujian
NIP 060023456

30 Wire Pelaksana Pengawas Ujian
NI 060055556

4. lano Pelaksana Pengawas Ujian
NI 060077777

t I

Y ‘ sl

)

IARERTUR SEROEAT TINGGI (KUEPALA UNIT PENGGUNA LULUSAN
ARTINTANST NEGARA, PROGRAM DIPLOMA)




LAMPIRAN 1V :
KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR STAN
DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA
LULUSAN PROGRAM DIPLOMA)

NOMOR
TANGGAL
DAFTAR NAMA PESERTA PROGRAM DIPLOMA KVUANGAN
SPESIALISASIT . .. TAHUN AKADEMIK .. DI
NO | NAMA T T NOMOR POKOK MALIASISWA |
[ 2 - 3
1. Tarman
2. | Susilo
3,
4,
| 5 Dst
%
N i
DIREKTUR SEKOLAH TINGGI (KEPALA UNIT PENGGUNA LULUSAN
AKUNTANSE NEGARA, PROGRAM DIPLOMA)
NI.P ........... NIP .................

e R R E A AN S BT Tk e




LAMPIRAN 11~

KEPUTUSAN KLEPALA BPPK NOMOR KEP-
024/PP/2003  TENTANG PEDOMAN  UMUM
PENYELENGGARAAN  PENDIDIKAN  DAN
PELATIHAN DI LINGKUNGAN  BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

T DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
FORMULIR ALl
- NOMOR FA-

RENCANA PENYELENGGARAAN DIKLAT REGULER
PUSDIKLAT ........ /BALALI DIKLAT KEUANGAN .........

1. | Nama diklat (kodé)

2. fdnggal penyelengparaan diklat

3.} Lokasi pcnyclcnggaraan diklat

4. 1 a. Waklu penyelenggaraan diklat (.. hari)

(diasramakan/tidak)
b Jumlah miata pelajaran dan jamlanya

1} jwinlah mata pelajaran yang diajarkan di kelag

dan jamlatnya
2) jumlah ceramah dan jamlatnya
3y jumlah jamlat PKL
c. Jumlah peserta diklat _ !

| d. Jumilah kelas I

S. | Nomaor Pokok Peserta (NPP) diklag

6. | Jumlah 1e'naga pengajar

7. | Sk pcuyelenggaﬁan diklat (nomo—:-" dan tanggal)

8 | a Jumlah biaya diklal
b, Sumber biaya (DIK/DIP) tahun anggaran ..., / ]
9. | Keterangan lain

.............................................

Mengstahui,

an. Sekretaris Badan an. Kepala Pusdiklat ... ........... ..
Kepala Bagian Bina Program Kabid Penyelengparam/Kepala Balai..
NIP NIP

Dibuat rangkap 4 {empat) oleh Pusdiklat atau rangkap S (lima) oleh Balai {ASLT SEMUA)
[ Lembar ke-1 untuk Bagian Bing Program,

2. Lembar ke-2 untuk Bagian Keuangan;

3. Lembar ke-3 untuk Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Pelaporan;

. Lembar ke-4 untuk Pusdildlat;

5. Lembar ke-5 untuk Balai

.




LAMPIRAN 11-2
KEPUTUSAN KEPALA BPPK NOMOR KLP-
024/PP/2003  TENTANG PEDOMAN  UMUM
PENYELENGGARAAN  PENDIDIKAN - DAN
PELATIFHIAN DI LINGKUNGAN  BADAN
. PENDIDIKAN DAN PELATIFAN KEUANGAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

3ADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

- FORMULIR A2
NOMOR FA-

RENCANA PENYELENGGARAAN DIKLAT PARALEL
PUSDIKLAT ........ /BALAI DIKLAT KEUANGAN ...

{. | Nawma diklat (kode) : ] . -

2. ' Tanggal penyelenggaraan diklal

Ll

L
Lokasi- penyelenggaraan diklal k
|

4, | a. Waktu penyelenggaraan diklat (... hari}
(diasramakan/tidak)
b. Jumlah mata pelajaran dan jamlatnya
1) jummlah mata pelajaran yang diajarkan di kelas
dan jamlatya
2y jumlal ceramah dan jamiatiya
3) jumlah jamlat PRL
¢. Jumlah peserta diklat
d. Jumlah kelas

Nomor Pokok Peserti (NPP) diklat

Jumlah tenaga pengajar

SK pcw&elcnggm‘uan diklat (ndiﬁor dan tanggal)

a. Jumlah biaya diklat

b. Sumber biaya (DIN/DIP) tahun anggaran ... /
) nuita anggaran - .
9. | Instansi rekan kerja sama

(. | Keterangan lain

Mengetahu,

1, Sekretaris Badan an. Kepala Pusdiklat ...
Kepala Bagian Bina Program Kabid Penyclenggaraan/Kepala Balai...
NIP NIP

ibuat rangkap 4 (empat) oleh Pusdiklatatau rangkap 5 {lima) oleh Balai (ASLI SEMUA)
_Lembar ke-1 untuk Bagian Bina Program,

_Lemnbar ke-2 untuk Bagian Keuangan;

Lembar ke-3 untuk Bagian Organisasi, Tata Laksana, dun Pelaporan;

. Lembar ke-4 unluk Pusdiklat,

_Lembar ke-5 untuk Balal




LAMPIRAN II-3

KEPUTUSAN KEPALA BPPK NOMOR KEP-
024/0P/2003 TENTANG PEDOMAN UMUM
PENYELENGGARAAN  PENDIDIKAN  DAN
PELATIHAN DI LINGKUNGAN  BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
FORMULIR A3
NOMOR FA-

RENCANA PENYELENGGARAAN PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN REGULER

1. | Nama program diploma keuangan (kode)

2. | Tanggal penyslenggaraan program diploma

4, | a. Waklu penyelenggaraan program diplema
b. Jumlah mata pelajaran dan junlatnya :
1} jumlah mata pelajaran yang diajarkan di kelas
can jamlatnya
2) jumlah jamlatr PKL
¢. Jumlah mahasiswa
d. Jumlah kelas

5. | Nomor Pokok Mahasiswa (NPM)

6. | Jumiah tenaga pengajar

7. | SK penyelenggaraan program diploma (nomor dan o
tunpgal)

8 | a Jumlah biaya program diplema
b. Sumber biaya (DIK/DIP) lahun anggaran ... /
| mata anpoaran
\ 9, \ Keterangan lain

Mengeatahui,

a1, Sekretaris Badan an. Divektur STAN o _
Kepala Bagian Bina Program Kepala Sckretariat STAN/ Kepala Balai....
NIP NIP

Dibuat rangkap 4 (empat) oleh STAN atau rangkap 5 (lima) oleh Balai (ASLESEMUA)
1: Lembar ke-1 untek Bagian Bina Program,

2 Lembar ke-2 unluk Bagian Keoangan,

3. Lembar ke-3 untuk Bagian Orpanisast, Taa Laksana, dan Pelaporan;

4. Lembar ke-4 untuk STAN;

5 Lembar ke-5 untuk Balai




LAMPIRAN H-4

KEPUTLSAN KEPALA DBPPK NOMOR KEP-
G24/PP/2603  TENTANG  PEDOMAN  UMUM
PENYELIENGGARAAN  PENDIDIKAN - DAN
PELATIIAN DI LINGKUNGAN  BADAN
PENDIDIKAN DAN PULATIHAN KEUANCGAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHIAN KEUANGAN
FORMULIR A
NOMOR FA-

RENCANA PENYELENGGARAAN PROGRAM DIFLOMA KEUANGAN PARALEL

\ 1. \ N‘d‘f[‘l‘a program d‘lp‘LDﬂlﬂ hC'Ll_dl'lg:,dl;_(‘t\OLiCi T - - V ‘]

2. | Tanggal penyelengpuraan program diploma

3. | Lokasi penyelengparaan program dri‘[ﬁ)‘lzu-i-z.m o
4. | a. Waktu penyelengparaan progrim dlp]()ml
b. Jumlah mata pelajaran dan | amlatnya :
1} jumial mata pelajaran yung diajarkan di kelas
dan jamlamya
2} jumtah jamlat PKL
¢. Jumlah mahasiswa
d. Jumlah kelas

S. | Nomor Pokok Mahasiswa (NPMy

0. J Jumlah tenaga pengajar
4 L

7.1 SK penyelenggaraan program diploma (nomar dan
tanggal)

i 81 a Jumlah biaya program dipl[);;l—_
( b. Sumber biaya (DIK/DIP) ahun ANEEAran ... /
mata angparan
9, \ Instansi rekan kegja sama A ‘

\“

IOiKelerm]gan lain l

Mengetahui,
an. Sckretaris Badan an. Direktur STAN ..o
Kepala Bagian Bina Program Kepala Sekretarial STAN / Kepala Balai.....

Dibust rangkap 4 (empat) oleh STAN atau rangkap 5 (lima) oleh Batai (ASLYSEMUA)
I Lembar ke-1 untuk Bagian Bina Program;

1 Lembar ke-2 untuk Bagian Keuangan;

3 Lembar ke-3 untuk Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Pelaporan,

4 Lembar ke~ untuk STAN;

3 Lembar ke-5 untuk Balat




LAMPIRAN i(1

KEPUTUSAN KEPALA BPPK NOMOR KEP-024
PP2003  TENTANG  PEDOMAN - UMUM
PENYELENGGARAAN  PENDIDIKAN - DAN
PELATIHAN DI LINGKUNGAN  BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

BENTUK SURAT KETE RANGAN MENGAJAR

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN PINGEMBANGAN DAN PELAKS ANAAN DIKLAT
NOMOr v,

- Uralan Kegsatan 'I‘iinggai Satuan | Jumlah Jumlah Ketcrangnn/B ukti
Pengembangan dan | Diklat Hastl Volume | Angka Fisik
Pelaksanaan Diklat Kegiatan | Kredit

a.n, Kepala Pusdikiat....../Direktur STAN
Kahid Penyelenggaraan/Kepala Sckretarial
STAN/Kepala Balal .....




LAMPIRAN JV-1

KEPUTUSAN KIPALA BPPK NOMOR KEP-
024/PP/2003 TENTANG  PEDOMAN UMM
PENYELENGGARAAN  PENDIDIKAN AN
PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

BRENTUK KEPUTUSAN HASIL DIKLAT YANG DITANDATANGANI OLEII
KEPALA BPPK

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN AN PELATIHAN KEUANGAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANG AN
NOMOR KEP.........

TENTANG
HASIL DIKLAT ... ANGKATAN ... TAHUN ANGGARAN ... DL ...
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

Menimbang ©a. bahwa diklat ...... angkatan .. tahun anggaran . di ... telah selesal
dilaksanakan dan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan
mengikuti  Pendidikan dan  Pelatihan dipandang perfu untuk
menetapkan hasil diklat dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan
Keputusan [Kepala Badan Pendidikan dan Pelalihan Keuangan
tentang Hasil Diklat ...... Angkatan ... Tahun Anggaran ... di...;

Mengingat o 1. Undang-Undang Perbendaharaan indonesia (Indische
Comptabiliteit Wet, Stbl. 1925 Nomor 448) scbagaimana telah
diubah terakhir denpan Undang-Undang nomor 9 Tahun 1968
{Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53),
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik  [ndonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 3890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahua 2000 tentang Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lemharan
Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nepara
(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 421 2

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Orpanisasi, dan Tata Kerja Departemen;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2002
tentang Susunan Qrganisasi dan Tugas Eselon [ Departemen,

-




N e R e S ] el

Memperhatikan

Menetapkan

PURTANA

RKEDIUA

KI

THOA

Keputusan Kepala BPPK
Nomaor ...
Tanggal ...

7. Keputusan Kctua  Lembaga  Administrasi Negara  Nomor
193/X11/10/6/2001 tentang Pedoman  Umum  Pendidikan dan
Pelatihan labatan Pegawal Negeri Sipil;

8 Keputusan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor
UIMK.01/2001 tentanpe Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Kenangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mentert
Keuangan Republik [ndonesia Nomor 316/KMK.01/2002;

9. Keputusan  Menteri Keuangan Republik  Indonesia - Nomor
[37/KMK.01/2001 tentang  Pola Pendidikan  dan  Pelatihan
Pegawal Departemen Keuangan,

0. Kepulusan  Menteri Kevangan  Republik  Indonesia - Nomor
450/KME.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja DBalai
Pendidikan dan Latihan Keuangan,

1. Keputusan  Menterl  Keuangan  Republik  Indonesia Namor
STR/KM. 172001 (entang Uratan Jabatan di lingkungan Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,

12, Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latthan Keuangan
nomor 238/BP/1999 tentang Ketentuan Umum Evaluast Dikiat
tcknis dan Fungsional di lingkungan Badan Pendidikan dan
Latihan Keuangan;

13. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
nomor 13%/PP/2001 tentang Jenis dan Kode Dikiat di lingkungan
Badan Pendidikan dan Pelatithan Keuangan;,

14, Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuvangan
nomor ..., tentang Penycelenggaraan Diklat ... angkatan ke...
tahun anggaran ... di ..., (untuk diklat regulery,

15, Keputusan Bersama Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan

Keuangan nomor ... dan (Kepala Unit Pengguna Jasa Diklay)
nomor ... tentang Penyelenggaraan Diklat ... angkatan ke...

tahun anpparan . di . (untuk diklat paralel),
|6, dan scterusnya

FHasil rapat evaluasi diklat . angkatan ... tahun anggaran ... di

&

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
REUANGAN TENTANG HASIL DIKLAT ... ANGKATAN KE
..... TARUN ANGGARAN..... DI ...

leserta yang namanya  tercantum dalam lampiran [ keputusan ini
dinvatakan LULUS datanmy dikiat, angkatan ... tahun anggaran .. di

Peserta yang namanva tereantum  datam lampiran 11 kepulusan in
dinyatakan MENGUEANG dalam diklat.... angkatan ... tahun anggaran
i

Peserta yang namanya tercantum dalam lampiran 111 keputusan ini

dinyatalan TIDAK LULUS dalam diklat.... angkatan ... tahun anggaran
Ldi

i




KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUIUH

Keputusan Kepala BPPK
Nomor ...
Tanggal ...

3

Peserta yang namanya tercantum dalam lampiran [V keputusan ini
dinyatakan MENGUNDURKAN DIRI dalam diklat, angkatan .
tahun anggaran ... di .,

Kepada peserta diklat yang dinyatakan LULUS sebagaimana dimaksud
pada butir PERTAMA di atas diberikan Surat Keterangan mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepada peserta diklat yang dinyatakan MENGULANG sebagaimana
dimaksud pada butir KEDUA di atas diberikan kesempatan untuk
mengikuti ujian ulangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Kepada peserta  diklal vang dmyatakan  TIDAK  LULUS  dan
MENGUNDURKAN DIRT sebagaimana dimaksud pada butir KIETIGA
dan KEEMPAT di ates dikembalikan kepada instansinya masing-
masing.

Neputusan ini inulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
akan diadakan perubahan/perbatkan sebagaimana mestinya apabiia o
kemudian hari ternyata terdapal kekeliruan dalam keputusan ini,

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan in
disampaikan kepada:

s L p) —

6.
7.
g,
9,
10,

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Menteri Keuangan Republik Indonesia:

Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;

tnspektur Jenderal Departemen Kevangan;

Direktur Jenderal / Kepala Badan ... (Unit eselon T terkait) atau Kepala
..... (unit pengguna jasa diklat untuk diklat paralel);

Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kevangan;

Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
Kepala Pusdiklat ... (terkait);

Kepala Balai Diklat Kevangan ... (terkait);

Kabag Bina Program/QTP/Keuangan di lingkungan BPPK.

PETIKAN Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 1y
disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan
schagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN




e i e e

NO [ NAMANIP

2

Drs. Tarman
NI 060012346

Drs. Susilo
NI 060023456

dst

DAFTAR NAMA PESERTA DIKLAT

ANGKATAN . TAHUN ANGGARAN ... Dl

LAMPIRAN [

KEPUTUSAN KEPALA BPPK

NOMOR KEP-
TANGGAL

YANG DINYATAKAN LULUS

J

Penata (111/¢)

Penala
({1/a)

Muda

PANGKAT/GOL, |

Kanwil
Medan

KPBC Malang

~ INSTANSI

GRADE

4 5

i DIA

6

A

B

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,
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LAMPIRAN 1}
KEPUTUSAN KEPALA BPPK
NOMOR KEP-

TANGGAL
DAFTAR NAMA PESERTA DIKLAT ...
ANGKATAN L TAHUN ANGGARAN . DL
YANG DINYATAKAN MENGULANG
O | NAMANIP | PANGKATIGOL. | INSTANSL KETERANGAN |
I .Drs. Tarmuan Penata (Hl/c) KPP Acch Mengulang pelajaran /
NP O6b0I 2340 ¢ | ‘
2| Drs. Susilo Penata Muda (111/a) ’ KPBC Malang | Mengulang pelajaran
NIP 060023456 j ..........
k} }
I
4' ’
5. 1 dst f
|

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,
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LAMPIRAN 1II

KEPUTUSAN KEPALA BPPK
NOMOR KLEP-

TANGGAL

DAFTAR NAMA MESERTA DIKLAT ...
ANGKATAN .. TANUN ANGOARAN . DL
YANG DINYATAKAN TIDAK LULUS

NO | NAMANIP T PANGKATAGOL, | INSTANSE | KETERANGAN
S S < S E 3
|

L. Drs. Tarman Penata (Tle) Kanwil [T DJIA Medan Nilal kurang

NP 060012340

| 2. | Drs. Susito Pennda Muda | KPBRC Malang Nilai Kurang
- P NIP 060023456 (1174)
.
|

4,

50| dst

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIFHAN KEUANGAN,




LAMPIRAN [V
KEPUTUSAN KEPALA BPPK
NOMOR KEP-

TANGGAL

DAFTAR NAMA PESERTA DIKLAT ...
ANGKATAN .. TAHUN ANGGARAN . Dl ...
YANG DINYATAKAN MENGUNDURKAN DIR]

NO TTAMWNTT__TEW@RT%OT,‘ ___INSTANSI~ TKETERANGAN |
“ﬁ“ﬁ_ T“_*“% ""”“’*‘}f_“mi :““ mmmmmm Ty T

Drs. Tarman Penata (I11/c) ' Kanwil [T DJA Medan
NIP. 060012346

Drs. Susila Penata Muda | KPBC Malang ’

NIP 060023456 (I11/a) ﬁ ’
|
|

dst ;

e L S S

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,




LAMPIRAN V-2

KEPUTUSAN KEPALA BPPK NOMOR K-
024/PP/2003  TENTANG PEDOMAN  UMUM
PENYELENGGARAAN  PENDIDIKAN  DAN
PELATIHAN DI LINGKUNGAN  BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

BENTUK KEPUTUSAN_ HASH, DIKLAT YANG DITANDATANGANI OLE]I

KEPALA PUSDIKLAT

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ...,

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Menimbang Doa

Mengingat oL

4

e B B
g B L - x

i D R ST ; s

.t

6.

b e et b

NOMOR KEDP.........

TENTANG

bahwa diklat ... angkatan ... tahun anggaran ... di ... telah selesai
dilaksanakan dan sebagai dasar penerbitan Surat Keteranpan
mengikutt Pendidikan  dan Pelatihan dipandang  perlu  untuk
menetapkan hasil diklat dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan
Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan ..., fentang Hasil
Diklat ... Angkatan ... Tahun Anggaran ... d1 ...

Undang-Undang Perbendaharaan Indonesta {Indische
Comptabiliteit Wet, Sthl. 1925 Nomor 448) scbagaimana telah
beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik
indonesta Tahun 1968 Nomor 53);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 fentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 3041) sebapaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Uindang
Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890,
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan
dan Pelatithan Jabatan Pegawai Negert Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahup 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4019);

Keputusan Prestden Repubbk [ndonesia Nomor 42 Tahun 2002
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2002 Nomor 73,
‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002
tentang Kedudokan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organtsast, dan Tata Kerja Departemen;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2002

tentang Susunan Organisast dan Tugas Eselon [ Departemen;




T A i A T

Memperhatikan

Menctapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Keputusan Kapusdiklat... .
Nomor .....
Tanggal ...

7. Keputusan  Ketua  Lembaga  Administrasi  Negara  Nomor
193/XM1/10/6/2001  tentang  Pedoman  Umum Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawal Negeri Sipil;

8 Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor
2IKMK.0172001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menter;
Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK.01/2002;

9. Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor
[37/KMK.01/2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Departemen Keuangan;

10. Keputusan - Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor
450/KMK.01/2001 tentang  Organisasi dan  Tata Kerja  Balai
Pendidikan dan Latihan Keuangan;

11 Keputusan - Menteri  Kevangan  Republik  Indonesia  Nomaor
STE/KM.1/200t tentang Uraian Jabatan di lingkungan Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

12, Keputusan Kepata Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan nomaor
238/BP/1999 tentang Ketentuan Umum Fvaluasi Diklat teknis dan
Fungsional di lingkungan Badan Pendidikan dan latihan
Keuangan;

13. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuvangan
nomor 139/PP/2001 tentang Jenis dan Kode Diklat di lingkungan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan:

1. Kepatusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan . / Kepaia
Balai Diklat Kenangan ... nomaor ... tentang Penvelenggaraan
Diklat ... angkatan ke.. tahun anggaran ... di ....; (untuk diklat
reguler)

15. Keputusan Bersama Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan /
Kepala Balai Diklat Kevangan ... nomor ..., dan (Kepala Unit
Pengguna Jasa Diklat) nomor ... tentang Penyelenggaraan Diklat
...... angkatan ke... tahun anggaran . di . .; {untuk diklat paralel);

16. dan seterusnya

“Hasil rapat evaluasi diklat ... angkatan .. tahun anggaran ... di ...

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
...... TENTANG HASIL DIKLAT ... ANGKATAN KE ... TAHUN
ANGGARAN..... DI ...

Peserta yang namanya tercantum dalam lampiran | keputusan ini
dmyatakan LULUS dalam dikiat.... angkatan ... tabun anggaran ... di

Peserta yang namanya tercantum dalam lampiran 11 keputusan ini
dinyatakan MENGULANG dalam diklat..... angkatan ... tahun anggaran
i

Peserta yang namanya tercantum dalam lampiran 111 keputusan ini
dinyatakan TIDAK LULUS dalam diklat.... angkatan ... tahun anggearan
Ldi




KIEEMPAT

KiELIMA

KELENAM

KETHIULN

Keputusan Kapusdilklat......
Nomor ...
Tanggal ...

3

Peserta yang namanva tercantum dalam lampiran IV keputusan ini
dinyatakan MENGUNDURKAN DIRI dalam diklat.... angkatan ... tahun
anggaran .. di .

Nepada peserta dikiat yang dinyalakan LULUS sebagaimana dimaksud
pada butir PERTAMA di atas diberikan Surat Keterangan mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Kepada peserta diklat yang dinyatakan MENGULANG sebagaimana
dimaksud pada butir KEDUA di atas diberikan kesempatan untuk
mengikuti ujian ulanpan sesuai dengan ketentuan vang berlaku,

Kepada  peserta diklat yang dinyatakan TIDAK LULUS dan
MENGUNDURKAN DIR| schagaimana dimaksud pada butir KETIGA
dan KEEMPAT di atas dikembalikan kepada instansinya masing-
nasing.

Keputusan ini mulai berlaky pada tanggal ditetapkan, dengan ketentyan
akan diadakan perubahan/perbaikan scbagatmana mestinya apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan . ini

disampaikan kepada:

I. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Menteri Keuangan Republik Indonesia:

Sckretaris Jenderal Departemen Keuangan;

[nspektur Jenderal Departemen Keuangan;

Direktur Jenderal / Kepala Badan ..... (Unit eselon 1 terkait) atau Kepala

..... (unit pengguna jasa diklat untuk diklat paralel);

6. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

7. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Keuangan;

8. Sckretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

9. Kepala Balai Diklat Keuangan .., (terkail untuk diklat yang
diselenggarakan oleh BDK); -

10, Kabag Bina Program/OTP/Keuangan di lingkungan BPPK,

IR

PETIKAN Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan ..., mi
disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan
schagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

{LEPALA PUSAT PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN ... ,
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oL

Drs. Tarman
NIP, 0600123464

[Drs, Susilo
NIP 060023456

dst

DAFTAR NAMA PESERTA DIKLAT
ANGKATAN . TAHUN ANGGARAN

LAMPIRAN [

KEPUTUSAN KAPUSDIKLAT ...

NOMOR KEP-
TANGGAL

YANG DINYATAKAN LULUS

PANGKAT/GOL, [ INSTANSI NILAL | GRADE |
3 | 4 5 6
i
Penata (1ll/c) Kanwil II DIA} 90,60 A
Medan
Penata Muda 36,77 3
(I1¥/a} KPBC Malang

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN




LAMPIRAN TI
KEPUTUSAN KAPUSDIKLAT....
NOMOR KEP-

TANGGAT
DAFTAR NAMA PESER'TA DIKLAT ...
ANGKATAN ... TAHUN ANGGARAN ... DI
YANG DINYATAKAN MENGULANG
NO [ NAMANIP_ | PANGKAT/GOL. | INSTANSI | KETERANGAN
! 2 ) 3 4 5
.| Drs. Tarman Penata (111/c) KPP Acch Mengulang pelajaran

NIP. 060012346

2. | Drs. Susilo Penata Muda (Ill/a) | KPRC Malang | Mengulang pelajaran |
NIP 060023456 | | ‘
[

5. | dst

o i i 2 ' B T

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN ... .




LAMPIRAN [1)

KEPUTUSAN KAPUSDIKLAT ..

NOMOR KEP-

l.

12

Drs. Tarman
NIP, 060012346

Drs. Susilo
NIP 060023456

dst

Penata (1[1/c)

Penata Muda

{111/a)

TANGGAL
DAFTAR NAMA PESERTA DIKLAT ...
ANGKATAN . TAHUN ANGGARAN ..... DI ....
YANG DINYATAKAN TIDAK LULUS
NO T NAMAMNI? _ TPANGKAT/GOL, [ INSTANSI
1 2 3 4

Kanwil 1l DJA Medan

KPRC Malang

'KETERANGAN |

Nitai kurang

Nilai Kurang

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN ...

5 e e

eoms i T SOTETETR T A AR LT T L T LA S St SRR T
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NO [ TNAMANI T

DAFTAR NAMA PESERTA DIKLAT
ANGKATAN

1.} Drs. Tarman
NIP. 060012346

2. | Drs. Susilo

[ PANGKAT/GOL |

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KAPUSDIKILAT ...

NOMOR KEP-
TANGGAL

INSTANSI

KETERANGAN

3

Penata (111/¢)

. — ,4

5

Kanwil Il DJA Medan

KPBC Malang

Penata Muda
NIP 060023456 (I1/a)
3
4,
5. | dst

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN

ey




LAMPIRAN V-3

KEPUTUSAN KEPALA BPPK NOMOR KEP-
024/PP/2003 TENTANG PEDOMAN  UMUM
PENYELENGGARAAN  PENDIDIKAN  DAN
PELATIHAN DI LINGKUNGAN  BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

BENTUK KEPUTUSAN HASIL PROGRAM DIPLOMA YANG

INTANDATANGANI OLEH DIREKTUR STAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESTA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

NOMORKEP.........

TENTANG

HASIL PROGRAM DIPLOMA ... KEUANGAN SPESIALISASI ...

TAHUN AKADEMIK ... D!

DIREKTUR SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA,

Mentmbang oA

Mengingat c L

o,

bahwa program diploma ..., kevangan spestalisasi ... tahun
akademik ... di .. telah selesai dilaksanakan dan sehagat dasar
penerbitan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
dipandang perlu untuk menetapkan hasil program diploma dimaksud:
bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan
Keputusan Direktur Sckolah Tinggi Akuntansi Negara tentang Hasil
Program Diploma ... Keuangan Spesialisasi ... Tahun Akademik
dig

Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteit
Wet, Sthl, 1925 Nomor 448} sebagaimana telah beberapa kali diubah
dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968
(Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 1968 Nomor 53y

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

- Kepepawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomar 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor § tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepepawaian (Lembaran Nepara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim pendidikan
Nasioanl (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 1999 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
Keputusan Presiden Republik indonesin Nomor 45 Tahun 2002
tentang  Kedudukan, Tugas, Fungst, Kewenangan, Susunan
Organisast, dan Tata Kerja Departemen;



et bl e

Keputusan Direktur STAN
Nowmor ...
Tanggal .......

2.

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2002
tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon 1 Departemen;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik [ndonesta
Nomor 0145/U/1982 tentang Persamaan [jazah / Surat Tanda Tamat
Belajar Program Diploma Bidang Keuangan dalam lingkungan
Departemen Keuangan dengan ljazah / Surat Tanda Tamatl Belajar
dari Lembaga -- Lembaga Pendidikan pada Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan;

Y. Kepuiusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 0193/U/1984 tentang Penyelenggaraan Ujian Negara bagi
Perguruan Tinggi Kedinasan;

10. Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor
I/PMK/1977 tentang Peraturan Dasar Sekolah Tinggi Akuntansi
Negara,

[T, Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor
2/KMK.01/2001 tentang Qrganisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menter
Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK.01/2002;

12, Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor
E37/KMK.01/2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Departemen Keuangan;

13, Keputusan ~ Menteri  Keuanpan  Republik  Indonesia Nomor
450/KMK.01/72001  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Balai
Pendidikan dan Latihan Keuangan;

14. Kepulusan ~ Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia - Nomor
5T8/KM. 172001 tentang Uraian Jabatan di lingkungan Radan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,

15. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Nomor
207/BPR2000  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pengelolaan /
Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan di
lingkungan Departemen Keuangan;

[6, Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan nomor
139/PP/2001 tentang Jenis dan Kode Diklat di lingkungan Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

7. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor

tentang Pcnyelenggaraan  Program  Diploma ... Keuangan
Spestalisasi ... tahun akademik ... di ...; (untuk prodip reguler)
18, Keputusan Bersama Kepala Badan Pendidikan dan  Pelatihan

Keuangan ... nomor ... dan (Kepala Unit Peogguna Luolusan
Program Diploma} nomor ... tentang Penyelenggaraan Program
Diploma ... Keuangan spesialisasi ..... tahun akadenuik ... di ...,

(untuk prodip paralel);
19. dan seterusnya

Memperhatikan : Hasil rapat evaluasi program diploma ... keuangan spesialisasi ... tahun
akademik ... di ...

MEMUTUSKAN
Menetapkan @ KEPUTUSAN  DIREKTUR  SEKOLAH  TINGGI  AKUNTANSI

NEGARA  TENTANG HASIL PROGRAM  DIPLOMA ...
KEUANGAN.... SPESIALISASI ... TAHUN AKADEMIK ... DI




PERTAMA

IKEDUA

CETIGA

Keputusan Direktur STAN
Nomer ...

Tanggal ...
-3-

Mahasiswa vang namanya lercantum dalam lampiran | keputusan i
dinyatakan LULUS dalam program diplema . . keuangan spesiahsast
tahun akademik .. di ..

Mahasiswa vang namanya tercantum dalam fampiran [ Keputusan i
dinyatakan TIDAK LULUS dalam program diploma ... keuangan
spesialisast ..., tahun akademik . di

Kepada peserta diklat yang dinyatakan LULUS sebagaimana dimaksud
pada butir PERTAMA di atas diberikan Surat Keterangan mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan scsuar dengan ketentuan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan int.

SALINAN  Keputusan  Direktur Sckolah Tinggi  Akuntanst Negara ini
disampaikan kepada:

(. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; -

2, Menteri Keuangan Republik Indonesia;

3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;

4. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan,

5. Direktur Jenderal / Kepala Badan ... (Unit eselon | terkait) atau Kepala
..... {unit pengguna lulusan program diploma untuk diklat paralel);

6. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

7. Karo Kepegawaian Departemen Keuangan,

8. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,

9. Kepala Balai Diklat Keuangan ... (terkatt),

[0, Kabag Bina Program/OTP/Keuangan di lingkungan BPPK.

PETIKAN  Keputusan Irrektur Sekolah Tinggr Akuntansi Negara  ind

disampaikan kepada yang bersangkutan untuk  diketahui dan digunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR SEKOLAH TINGGI
AKUNTANST NEGARA,




LAMPIRAN |

FEPUTUSAN DIRERTUR STAN
NOMOR K-

TANGGAL

DAFTAR NAMA MATASISWA PROGRAM DIPLOMA ... KEUANGAN
SPESIALISAST ... TAHUN AKADEMIK ..., [2]
YANG DINYATAKAN LULUS

NO . NAMA  UNOMOR POKOK. 7 INDUKS PRESTAS]
, MAMASISWA
1 2 3 o 4

[ | Tarman

2. | Susilo

DIREKTUR SEKOLATT TINGGI
AKUNTANSINEGARA,




LAMPIRAN 1T

KEPUTUSAN DIRCK TUR STAN
NOMOR KEp-

TANGGAL

DAFTAR NAMA MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA ... KEUANGAN
SPESIALISAST . TAHUN AKADEMIK .. D1
YANG DINYATAKAN TIDAK LULUS

NAMA ™ T NOMOR PCKOK T~ WEiRRA NGAN
e o MAHASISWA
fJ “

farman

Susilo

|

DIREKTUR SEKOLAN TINGG)
ARKUNTANSI NEGA RA,

P, e AT, SR PR g
stk TROEY = i G- dbaeh g




LAMPIRAN v

REPUTUISAN KEPALA BPPK NOMOR Kpp.
024/PP/2003 TENTANG PEDOMAN  UMUM
PIEINYETUCN('?G;\RA/\N PENDIDIKAN LIAN
PELATIHIAN 1] LINGKUNGAN BADAN
PENDIDIKAN DAN PLLATIHAN KEUANGAN

PEPARTIEMIN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIK AN DAN PELATIHAN KEUANGAN
FORMULIR 1.1
NOMOR FB-

HASIL PENY FLENGGARAAN DIKLAT REGULER
PUSDIKLAT ... IBALATDIKLAT KEUANGAN ...

f’ || P\;nkx-]-lnurt-l-il;"I;-'ilr(l-\:ro‘gfﬂt.;)-

p TR B

N et R S .
20| Tanpgal penyelengparaan diklar | F
1 \

i

|
’I it ; Lokasi penvelenggarsan dik(ay ;r |
[ q, , a. Wakty penyeiengparaan dikl ... har) ' |

bohumlalh marg pelajaran dan jamlamyy -
) jumlah marg nelajaran yang digjarkan i kelas |
dan jamlatnys | |

’ (diasrenmtkrm/!ic.l:lk) f
|

’ 2) jumlah ceramal dan Jamiainys ‘ ‘
F 3) Jumlah jamigt PRI |
! ¢ Jumiah peserta diklag | ‘
| | Dy Jumiah peseria yang Tulug | I
| ) Jomlah peseria yang mengulang | |
} 3) dunilah peserta yang tidak lulys f 1
| A Jumlal peserig Yang mengundurkan dir |
oo dumiah kelas " e e
1501 Nomor Surat Kelerangan mengikuti Pendidikan dan f J
o Pelathan (skppy e )
‘,’l 6. | Jumlah lenaga pengajar ﬁ
B e S S e
7. [ a SK peayvelengparaan dik| g (tomor dan Langpal [
I L SR RSl Rt (nomar dus ngggry s S
s Jumlah biaya diklar |
] b Sumber biays (DIK/DEPY talun anggavan . / ) ;
| mata anggaran |
; ¢ Jumlah biaya yang sudah (].ipcr(z1i1ggung_jawabknn f |
Gof gl dengan fonn B dibyy R :
o, / Farmulic A {(nomor dan tangpeal) ; i
l 10, ’ Keleranpan lain h o I |
e U el
Mengetahui,
& Sekretaris Badan an Kepala Pusdiklat . .
Kepala Bagian Bing Progzram Kabid Evaluasi dan Pelaporan / Kepala Balai

NP NP

i Dibyat rangkap 4 (empat) oleh Pusdiklat atau ranghap S (lima) oleh Rala (ASLISEMUA)
I Lembar ke-1 yntuk Bagian Biva Program:

2 Lembar ke-2 uniyk Bagian Keuangan:

“' - Lembar ke-3 uniuk Bapian Organisasi. Taty Laksana, dan Pelaporan;

3
4. lLembar ke-d nntuk Pusdiklar;
3 Lembar ke-5 unlyk Balai Dikiar,




LAMPIRAN V-2

REPUTUSAN KEPALA BPPEK NOMOR KIIP-
024/P1P/2003  TENTANG  PEDOMAN  UMUM
PENYELENGGARAAN  PENDIDIKAN  DAN
PELATIHAN - DI LINGKUNGAN  BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIAN KEUANGAN
FORMULIR B.2
NOMOR FB-

HASIL PENYELENGGARAAN DIKLAT PARALILL
PUSDIKLAT ....... /BALAI DIKLAT KEUANGAN ...,

i 1. | Nama diklat (kede)

[ — - e —-
;2. 1 Tanggal penyelenpgparaan diklat

I | e _ R
| 3. | Lokasi penyelenggaraan diklat

A S
|4 | a Waktu penyelenggaraan diklal {..... har)

j (diasramakan/tidak)

| i b. Jumlah mata pelajaran dan Jamlamya

| ’ 1) jumlah mata pelajaran vang diajwmkan di kelus

\

dan jamlatnya
| | 2) jumiah ceramah dan Jamlatnya
f 3 jumlan Jjamlat PKL
| ¢ Jumlah peserta diklal
1) Jumlah peserta yang lulus
} 2) Juiniah peserta yang menpuling
J 3) jumlah peserta yang tidak lulus
| L 4) jumlal peserta yang mengundurkan div
\
[
|
|

d. Jumlah kelas

5. | Nomor Surat Keterangan mengikulzi Pendidikan dan
- Pelatihan (SKPPy

| SR

| 6. | Jumlah tenaga pengajar

a. SK penyelenggaraan diklar {(nomor dan tanppaly
— b, SK hasil diklat (nomor dan tangpal)
8. a. Jumlah biaya diklat

b. Sumber biaya (DTK/DIPY tahun angparan
| mata anggaran

| ¢. Jumlah biaya yang sudah dipertanggungrawabkan
| sampai dengan form B dibuat

9. | Formulir A (nomor dar tangpal)

| " -
: O} Instansi rekan Keerja sama i
LI LKeterangan iain l :
L e l_
) Mengetahui,
o an. Sekretaris Badan an Kepala Pasdiklac .o
Kepala Bagian Bina Program Kabid Evaluast dan Pelaporan/Kepala Balai
NIP NP

Dibuat rangkap 4 (empat) oleh Pusdiklat atay rangkap 5 (lima} oleh Balai (ASLI SEM LiA)
I Lembar ke-1 untuk Bagian Bing Program;

2. Lembar ke-2 untuk Bagian Keuangan,

3. Lembar ke-3 untuk Bagian Organisasi, Tala Laksana, dan Pelaporan;

4, Lembar ke-4 uniuk Pusdiklat;

5. Lembar ke-5 untuk Bala

aa WS A B e T L B




LAMPIRAN V.3 N
KEPUTUSAN KEPALA BPPK NOMOR KIEp-
024/PP/2003 TENTANG PEDOMAN  UMUM
PENYELENGGARAAN  PENDID] KAN  DAN
PELATIHAN I LINGKUNGAN  BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
FORMULIR B.3
NOMOR : FORM B-

HASIL PENYELENGGA RAAN PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN REG ULER

1 [ Nama program dipioma fods) T —
) l111ggdl“;;uly_t,lc:r;ggd‘tsifﬂ]plggxcm: {lﬁ)l?)lnﬁmm o

3. | Lokasi penyelenggaraan program diploma

’ 4o 0 a Waki penyclenpgaraan program diploma
b. Jumlah mata pelajuran dan Jamlatnya -
1) jumiah mata pelajaran yang diajarkan di kelag
dan jamlatnya
J | 2) jumlah jamlat PICL.
i ¢. Jumlah peserta diklay
1) Jumlal peseria yang lulus
2) Jumlah peserta yang mengulang
‘ 3) Jumlah peserta yany tidak tulus
4) jumlah peserta yang mengundurian diri
o4 Jumlak kelas "~
5. Nomor Surat Keterangan m
prdathanSke) T

O, I Jumlah lenaga pengajar

engikuti Pendidikan dan

[ 7. | a SK [_)cilyeIerlggﬁ,c;Lt';;(:xgi pmgranrdiili)l(.n'ﬁ_a;(:1_(51;(;'ail_l-l "
tanggal)
/ b SK lasil program diploma (nomor dan tanggal)

a. Jutlah biaya pro gram diploma T ﬁ' B
b. Sumber biaya (DIK/DIPY tahun angearan ..., /
mata angparan

. Jumlah biaya yan g sudah dipertanggungjawabkan "

—_——

—sampai dengan form B dibuar ‘
Formulir A (nomor dan tangpal)

.| Keterangan lain

Mengetahui,

a.n. Sekretaris Badan an Direktue STAN
Kepala Bagian Bina Program Kepala Selcretariat STAN / Kepala Balai.
NIP NIP

Dibuat rangkap 4 {empat) oleh STAN afaw rangkap S (fima) olel Balaj (ASLISEMUA)
- Lembar ke-1 untyk Bagian Bing Program;

- Lembar ke-2 untuk Bagian Keuangau,

Lembar ke-3 yntuk Bagian Organisasi Tata Laksana, dan Pelaporan;

- Lembar ke-4 yntuk STAN:

5. Lembar ke-S unwok Balai

Pt




LAMPIRAN V-4 7
KEPUTUSAN KEPALA BPPK NOMOR KEP-
024/00/2003 TENTANG PEDOMAN  UMUM
PENYELENGGARAAN  PENDIDIKAN  DAN
PELATIHAN DI LINGKUNGAN  BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESTA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJANGAN
FORMUILIR B.4
NOMOR : FORM B-

HASIL PENYELENGGARAAN PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN PARALEL

2. | Tanpgal penyelengparaan program diploma

[ ]

Lokasi penyelenggaraan program diploma

4. | a Waktu penyelenggaraan program diploma
b, Jumlah mata pelajaran dan jamlatya
1) jumlaly mata pelajaran yang diajarkan di kelas
dan jamlatnysa
2} jumlah jamlat PKL
c. Jumlah peserta diklat
1) Jursiah peserta yang tulus
2) Jumlsh peserta yang mengulang
3} jumlah peserta yang tidak lulus
4) junlah peserta yang mengundurkan diri
d. Jumlah kelas _
= 5. | Nomor Surat Keterangan mengikuli Pendidikan dan
: Pelathan (SKPP)
6. | Jumniah tenaga pengajar

[ 7. | a. SK penyelengpgaraan program diploma {nomor dan
tangpal)

b. _SK hasil program diploma (nomor dan tanggal) ]

8. | 2. Jumiab biaya program diploma

b. Sumber biaya {DIK/DIP) tahun anggaran .../
mata anggaran

¢. Jumlah biaya yang sudah dipertanggungjawabkan
sanpai dengan form B dibuat

9. | Formulir A (nomor dan tanggal)

10, | Instansi rekan kerja sama

M. | Keterangan lain

.............................................

Mengetahun,
a.n. Sekretaris Badan an. Direktur STAN ...
Kepala Bagian Bina Program Kepala Sekretariat STAN / Kepala Balai.....
r ................................................................................
NIP NIP

Diluat rangkap 4 {empat) oleh STAN atau rangkap 5 (hima) oleh Balai (ASLY SEMUA)
I Lembar ke-1 untuk Bagian Bina Program;

2. Lembar ke-2 untuk Bagian Keuangan;

3. Lembar ke-3 untuk Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Pelaporan;

4. Lembar ke-4 untuk STAN;

5. Lembar ke-5 untuk Balai




